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Choirul Anwar, S.340908008, 2009. Mekanisme Pengawasan Dewan 
Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta. 
Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini beranjak dari permasalahan, pertama, bagaimana mekanisme 
pengawasan dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng 
Syariah di Surakarta, kedua, apakah aktifitas dewan pengawas syariah dan Bank 
Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya khususnya terhadap 
Bank Jateng Syariah di Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal atau penelitian empiris, 
yang menggunakan konsep hukum sebagai fenomena simbolik sebagaimana terwujud 
dalam aksi-aksi atau interaksi antar manusia. Oleh sebab itu metodenya disebut 
metode non-doktrinal. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan  dengan wawancara, observasi dan studi 
pustaka atau dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis mengalir.  
Hasil penelitian guna penulisan tesis ini, menunjukkan bahwa mekanisme 
pengawasan dewan pengawas syariah yakni mengadakan analisis terhadap 
operasional Bank Jateng Syariah dan menilai kegiatan dan produk bank tersebut, 
sedangkan mekanisme pengawasan Bank Indonesia mengadakan pengawasan 
terhadap hal-hal yang bersifat administratif, yang berkaitan dengan eksistensi bank, 
laporan-laporan, pembukuan, dokumen dan sarana fisik. Aktifitas dewan pengawas 
syariah melaporkan hasil pengawasannya sekuranag-kuangnya enam bulan sekali 
kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia. Aktifitas 
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan secara berkala untuk melihat data, dokumen, 
pembukuan dan sarana pisik serta hal-hal lain yang diperlukan kemudian dianalisis 
yang akhirnya dapat memastikan bahwa Bank Jateng Syariah di Surakarta telah 
sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2004.  












       Choirul Anwar, S.340908008, 2009. The supervision mechanism of the sharia 
Supervisory Board and Bank Indonesia toward Bank Jateng Sharia in Surakarta. 
Thesis : Master Program in Legal Studies Faculty of Law Sebelas Maret University 
Surakarta. 
       This research started from some problems, first, how are the supervision 
mechanisms of the Sharia Supervisory Board and Bank Indonesia toward Bank 
Jateng Sharia in Surakarta, and second, how are the the activities of the Sharia 
Supervisory Board and Bank Indonesia in connection with the implementastion of 
their supervision function, particularly toward the Bank Jateng Sharia in Surakarta. 
This research is a non doctrinal research or an empirical research, witch uses the 
consept of law as a symbolic phenomenon, as manifested in the actions or interaction 
between people. Therefore, the methods are called non doctrinal methods. The type of 
data in this research is primary and secundary data. These data was collected by 
interview, observation and study of literature or documents. The collected data are 
then analyzed using flow analysis techniques.  
The results of this research to the writing of this thesis suggest that the 
Supervision mechanism of  the Sharia Supervisory Board is conducted through the 
operational analysis of the Bank Jateng Sharia and by assessing the bank’s activiteis 
and products, Bank Indonesia conducts its supervision mmechanism on matters of 
administrative nature, relating to the bank’s existence, its reports, accounts, document 
and physical facilities. The Sharia Supervisory Board reports the results of its 
supervision at least six month to the board of directors, commissioners, the Nasional 
Sharia  Board  and to Bank Indonesia. While Bank Indonesia conduct periodic checks 
to see data, documents, books and physical faciliteis and other things needed, which 
are then analyzed, and finely can ensure that the Bank Jateng Sharia has been in 
accordance with the mechanism that is mandated by article 29 of Law Number 23 of 












BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setidak-tidaknya ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam 
memahami hukum Islam. Pertama, hukum Islam berdimensi Ilahiyah, karena 
diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha sempurna, 
dan Maha Benar. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai 
syariat yang cakupannya sangat luas, tidak hanya terbatas pada fiqih dalam 
artian terminologis. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. 
Kedua, hukum Islam berdimensi Insaniyah. Dalam dimensi ini hukum Islam 
merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran 
yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan 
kebahasaan dan pendekatan maqasid. Dalam  dimensi ini, hukum  Islam 
dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai 
pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih 
tehnis disebut Istimbatul ahkam 1. 
Ekonomi Islam sesungguhnya bukan realitas baru dalam dunia ilmiah 
modern saat ini, yang dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini terus tumbuh 
menyempurnakan diri di tengah-tengah keragaman sistem sosial dan ekonomi 
konvensional yang berdasarkaan sistem sekuler, karena sudah pernah 
dipraktekkan secara sempurna pada masa Rasulullah SAW hingga masa 
keemasan Daulah Islamiyah beberapa abad lalu.2 
Sistem ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Islam yang siap 
mengantarkan umatnya kepada kesejahteraan sebenarnya, jasmani dan rohani, 
yang garis-garis besarnya telah digambarkan dalam Al quran dan As Sunnah. 
Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar Ruh, yang dikutip oleh M Quraish Shihab 
dalam tafsirnya mengatakan bahwa “hati yang mencapai kedamaian dan 
                                                 
1 Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum  Islam, CV Pustaka Setia, Bandung,  2007,  hlm. 5-6 
2 Mustafa Edwin Nasution,  Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. V 
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ketentraman mengantar pemiliknya dari ragu kepada yakin, dari kebodohan 
kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, khianat kepada amanat, riya’ kepada 
ikhlas, lemah kepada teguh dan sombong kepada tahu diri.3 Menurut Yusuf 
Qardhawi seperti yang dikutip oleh Rizki, bahwa sesungguhnya manusia jika 
kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya telah terpenuhi serta merasa aman 
terhadap diri dan rezekinya, maka mereka akan  hidup dengan penuh 
ketenangan, beribadah dengan khusyu’ kepada Tuhannya yang telah memberi 
mereka makan, sehingga terbebas dari kelaparan  dan memberi keamanan 
kepada mereka dari rasa takut.4  
Pentingnya kedudukan sektor jasa keuangan di dalam perekonomian 
kiranya tidak diragukan lagi. Dalam dunia modern dewasa ini kehidupan 
ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa 
keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Melalui sektor jasa 
keuangan inilah dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat 
disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan 
ekonomi dapat terwujud. Selain itu, lembaga perbankan merupakan unsur 
pokok dari sistem pembayaran. Tanpa adanya sistem pembayaran yang baik, 
kehidupan ekonomi modern seperti yang kita kenal dewasa ini rasanya tidak 
mungkin dapat tercipta.5 
Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan 
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, selain 
itu bank juga berfungsi memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran 
lainnya. Oleh karena itu, tugas pokok lembaga perbankan adalah sebagai 
lembaga penyimpan dana masyarakat dan lembaga penyedia dana bagi 
masyarakat dan dunia usaha.6 Dalam hal ini, Harisman (Direktur Perbankan 
Syariah Bank Indonesia) mengemukakan, dalam kaitannya dengan fungsi 
                                                 
3 M Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an, Lentera Hati, 
Juz ‘Amma, vol. 15, Jakarta, 2007,  hlm. 431. 
4 Lihat, Rizki, Ekonomi dan Moralitas Agama, dikutip dari internet, www.yahoo.com, Monday, 
11 Juni 2007. 
5 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia, Jakarta : PT Kreatama, 2005, hlm. vi. 
6 H.M. Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (ekonomi Syariah) di Indonesia, Ghalia Indonesia, 
Bogor, 2007, hlm. 142.  
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penghimpunan dana masyarakat antara bank konvensional dan bank syariah 
terdapat perbedaan paradigma, yaitu sebagai berikut.  
1. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada Bank Konvensional 
dimaksudkan untuk menabung dan mengamankan dananya dari 
kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu mengharapkan 
imbalan bunga dari dana simpanan. 
2. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya ke bank syariah adalah untuk 
diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan, dimana keuntungan akan dibagi 
sesuai nisbah bagi hasil. Sementara itu, jika terjadi kerugian bukan hanya 
kesalahan managemen bank, tetapi para pemilik dana juga ikut menanggung 
kerugian tersebut.7 
Mengingat tugas dan fungsi perbankan yang begitu menentukan dalam 
kehidupan masyarakat dan dunia usaha, maka tidak sedikit warga masyarakat 
yang menaruh kepercayaan besar terhadap pihak perbankan sebagai lembaga 
intermediasi. Kepercayaan yang tertanam itu bukan hanya didasari 
pertimbangan imbalan bunga atau bagi hasil, melainkan juga karena 
pertimbangan keamanan dana dengan harapan disaat tertentu jika dananya itu 
diperlukan dapat diambil tanpa kekhawatiran. 
Keberadaan Bank Jateng sebagai lembaga keuangan berada pada 
kondisi yang begitu dinamis dan kompetitif. Dalam mengembangkan produk 
perbankan, Bank Jateng pada tanggal 21 Mei 2008 telah membuka Unit Usaha 
Syariah Bank Jateng. Pembukaan Kantor Cabang Syariah di Surakarta 
merupakan  langkah awal dalam memberikan pelayanan kepada nasabah 
Syariah di wilayah Surakarta, dengan visi ”Menjadi Bank Syariah yang 
terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat”. 8 Unit Usaha Syariah Bank 
Jateng tersebut mengeluarkan produk-produk berupa : 
1. Produk yang ditawarkan : 
a. Produk Pendanaan  
1) Biro iB 
                                                 
7 Harisman,Jurnal Hukum Bisnis, vol. 20/2002, hlm. 21-22. 
8Profil Perusahaan Bank Jateng, hlm. 36.  
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2) Tabungan iB Amanah 
3) Tabungan iB Bima 
4) Deposito iB 
2. Produk Pembiayaan 
a.   Pembiayaan iB Griya 
b. Pembiayaan iB Multiguna 
c. Pembiayaan iB Wirausaha 
d. Pembiayaan iB Investasi 
e. Pembiayaan iB Modal Kerja 
3. Produk dan Jasa 
a. Transfer (wakalah) 
b. INKASO (wakalah) 
c. Kliring (wakalah) 
d. Garansi Bank (kafalah) 
e. iB Gadai Emas.9 
Pertimbangan demi pertimbangan yang bernuansa komersial tunduk 
pada hukum untung rugi sehingga sangat diperlukan adanya standar pembinaan 
dan pengawasan yang melekat, dimana prinsip kepercayaan dapat 
dipertahankan. Pihak yang memiliki otoritas pembinaan dan pengawasan yang 
tertinggi adalah Bank Indonesia. 
Secara ekplisit, tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perbankan 
syariah diatur dalam sejumlah peraturan perundangan, yaitu : 
1. Pasal 8 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 
2. Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. 
3. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/52/KEP/DIR dan Surat 
Edaran Bank Indonesia Nomor 27/1/BPPP tanggal 3 Agustus 1994 tentang 
persyaratan dan tata cara Pemeriksaan Bank. 
                                                 
9 Ibid., hlm. 38. 
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Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
mengusung misi mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan 
perbankan yang sehat, dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Sistem 
perbankan yang sehat ditandai dengan keberadaan lembaga-lembaga perbankan 
yang mampu berfungsi efisien, sehat, berkembang secara wajar, mampu 
bersaing secara global, dan mampu melindungi secara baik dana titipan 
masyarakat, serta berkemampuan menyalurkannya ke masyarakat untuk usaha-
usaha produktif. 
Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia 
mencakup empat aspek, yaitu sebagai berikut.  
1. Power to Licence, merupakan kewenangan dalam mengatur perizinan bank 
sebagai proses pengawasan paling awal. Hal ini memungkinkan dapat 
ditetapkannya persyaratan operasi suatu bank yang meliputi tiga aspek, yaitu 
(1) Akhlak dan moral para calon pemilik pengurus suatu bank, dimana tidak 
pernah melakukan perbuatan yang merugikan dan tercela bagi negara di 
bidang perbankan, sedangkan calon pengurus harus memiliki integritas dan 
kapabilitas tertentu; (2) Kemampuan penyediaan dana sampai jumlah 
minimal tertentu sebagai modal disetor bank; dan (3) Kesungguhan para 
calon pemilik/pengurus untuk melakukan kegiatan perbankan. 
2. Power to Regulate, merupakan otoritas pengawas untuk mengatur kegiatan 
operasi bank dalam bentuk ketentuan-ketentuan sehingga dapat mendorong 
terciptanya sistem perbankan yang sehat, sekaligus dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan dana yang cukup dan kualitas pelayanan jasa 
perbankan. 
3. Power to Control, merupakan kewenangan dasar yang dimiliki oleh BI 
untuk melakukan pengawasan, dengan batas-batas pengawasan yang jelas. 
Tujuannya ialah agar bank-bank yang berada dalam pengawasannya juga 
merasakan adanya pengawasan terhadap mereka. 
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4. Power to Impose Sunction, merupakan kewengan dalam menetapkan dan 
menjatuhkan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi hal-hal yang telah 
diatur dalam ketiga aspek diatas.10 
Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas Bank Indonesia 
berlaku bagi semua jenis bank sesuai Undang-Undang Perbankan, termasuk 
didalamnya bank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan dengan 
misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum keadilan, 
profesionalitas dan tanggung jawab. 
Namun demikian, dalam perspektif ekonomi syariah, selain keempat 
aspek pengawasan Bank Indonesia tersebut, masih diperluas lagi dengan adanya 
elemen-elemen yang terdapat dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan 
dalam perbankan konvensional, yakni posisi, kewenangan, tanggung jawab 
Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, serta hubungannya 
dengan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama 
Indonesia adalah salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk 
memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah di lembaga-
lembaga keuangan syariah.11 
 Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah 
mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku 
dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena 
itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini 
disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. 
Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah 
lembaga yang berada di bawah naungan Majlis Ulama Indonesia (MUI) sejak 
tahun 1999 akhir-akhir ini mulai bergema secara nasional dan mewadahi 
seluruh kebutuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa. 
Dewan Syariah Nasional – MUI mempunyai tugas untuk mempublikasikan 
                                                 
10 H.M. Arifin Hamid ,0p. cit., hlm. 143-144. 
11 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,  Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, 2005, hlm. 165. 
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penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya sebagai 
pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk-
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.12 
Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional adalah, 
mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-
masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak 
terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan 
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan 
dan Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi 
nama-nama yang akan duduk  sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu 
lembaga keuangan syariah, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu 
masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas 
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, memberikan peringatan 
kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari 
fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan mengusulkan 
kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan 
tidak diindahkan.13  Di sinilah muncul beberapa permasalan sebagaimana 
tersebut dibawah ini. 
B.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut, beberapa Permasalahan pokok yang diteliti   
ialah :  
1. Bagaimanakah mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 
Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta ? 
2. Apakah aktifitas Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia dalam 
rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya khususnya terhadap Bank Jateng 
Syariah di Surakarta ? 
C. Tujuan Penelitian 
                                                 
           12 Ma’ruf Amin, (Kata Pengantar Dewan Syariah Nasional MUI)  Ekonomi Syariah : 
Solusi Terbaik Pembangunan Bangsa, Sistem Kerja Pasar Modal, Renaisan, ctk. 1, Jakarta, 
2005, hlm.7-8.  
13 AM Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana Prenada Media, 
Jakarta, 2004, hlm. 52.  
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Penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa masalah yang dihadapi 
oleh Bank Jateng Syariah di Surakarta yang berkaitan dengan pengawasan yang 
dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah maupun Bank Indonesia terhadap 
kemungkinan penyimpangan dari ketentuan Al Quran dan sunnah (kepatuhan 
terhadap Prinsip Syariah dan prinsip managemen Islami), yang telah difatwakan 
oleh Dewan Syariah Nasional di satu fihak, dan kemungkinan penyimpangan 
dari ketentuan perundang-undangan khususnya peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan perbankan di fihak yang lain. Setidak-tidaknya ada dua tujuan 
pokok, yaitu :  
1. Tujuan Obyektif 
      Tujuan obyektif penelitian ini ialah : 
a. Untuk mengetahui norma-norma maupun kaidah yang berkaitan dengan 
mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 
dan Bank Indonesia khususnya terhadap Bank Jateng Syariah di 
Surakarta. 
b. Untuk mengetahui aktifitas Dewan Pengawas Syariah dan Bank 
Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan 
Syariah, khususnya terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta.  
2. Tujuan Subyektif 
Tujuan subyektif penelitian ini ialah : 
Untuk menyusun naskah tesis sebagai salah satu syarat guna memperoleh 
gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis penelitian ialah diharapkan dapat memberikan pemikiran 
bagi perkembangan ilmu hukum tentang pengawasaan perbankan syariah. 
 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat  : 
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a. Memberikan jawaban dan pembahasan terhadap masalah pokok dalam 
penelitian ini, yakni norma-norma ataupun kaidah-kaidah mengenai 
pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia maupun Dewan 
Pengawas Syariah terhadap bank-bank  yang berada dibawah otoritas 
pengawasannya, termasuk Bank Jateng Syariah di Surakarta. 
b. Memberi masukan dan pengetahuan bagi pihak terkait dengan 
permasalahan yang diteliti dan berguna bagi yang berminat pada 



























i. Tinjauan Umum tentang Hukum dan Teori Hukum 
1. Hukum sebagai Peraturan 
Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan 
hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar 
kebijaksanaan ini hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu 
masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, 
filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan, 
dan penyelenggaraan hukum yang  hendak dipilihnya.14  
Pada masyarakat hukum negara-negara berkembang, 
pembangunan hukum bermakna lebih kompleks lagi, tidak hanya 
menyangkut pengadaan hukum-hukum baru, melainkan juga termasuk 
reformasi konsep dan hampir seluruh komponen sistem hukum. Bertolak 
dari kenyataan ini, pembangunan hukum merupakan suatu permasalahan 
yang lebih bersifat global daripada sekedar bersifat lokal.15 Sehingga 
Satjipto Raharjo, dalam salah satu bab dalam bukunya Membedah 
Hukum Progresif mengatakan ”Hukum Hendaknya Membuat Bahagia” 
yang artinya bahwa kelahiran hukum modern bukan akhir dari 
segalanya, tetapi alat  untuk meraih tujuan lebih jauh. Dan tujuan lebih 
jauh itu adalah Kesejahteraan dan Kebahagiaan Masyarakat.16 
Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan 
adalah suatu  kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini 
diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut faham negara 
hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan 
terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah 
                                                 
14 Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung  
2003, hlm. 161. 
15 Ibid., hlm. 172.  




suatu masyarakat modern.17 Pada umumnya seringkali dipahami oleh 
masyarakat bahwa hukum adalah suatu perangkat aturan yang dibuat 
oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme 
keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya.18 
Dan apa yang sebenarnya yang kita persepsikan sebagai hukum itu. 
Pendapat pertama menganggap hukum sebagai ”kumpulan aturan yang 
ditetapkan oleh lembaga yang berwenang” (DPR atau Pemerintah). 
Tetapi pendapat kedua cenderung melihatnya sehubungan dengan ”suatu 
perjuangan untuk mewujudkan keadilan” dalam dunia ini, dan ada 
pendapat yang ketiga  yang melihat hukum tersebut sebagai ”timbul 
dalam interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat”19 
Dalam pemikiran-pemikiran yang  timbul dari ketiga persepsi 
tentang hukum itu akan timbul pula perbedaan pendapat tentang apa 
yang merupakan fungsi hukum itu, yang dapat mulai dari mengatur 
ketertiban di masyaarakat, menyelesaikan sengketa sampai pada 
menegakkan ketertiban hukum dimana perlu dengan  kekerasan. Tetapi 
dalam satu hal rupanya dapat dicari kesepakatan, yaitu bahwa hukum 
harus memenuhi semua fungsi itu, sehingga dapat memuaskan asas 
keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum. Tetapi masih ada pula 
asas lain yang sering terlupakan disini, yaitu asas mengharuskan warga 
masyaarakat tunduk pada undang-undang. Malah asasnya mengatakan 
bahwa Warga dianggap mengetahui isi undang-undang. Ketidak tahuan 
mengenai adanya suatu peraturan tidak membebaskannya untuk 
melanggar undang-undang (tidak dapat diajukan sebagai pembelaan di 
pengadilan).20    
                                                 
17 Khudzaifah Dimyati, Teorisari Hukum : Studi tentang Perkembangan pemikiran Hukum 
di Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 01.  
18 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka 
Pelajar. Cet.II, Yogyakarta : 2007, hlm. 39.   
                  19 Mardjono Reksoputro, Mencoba Memahami Hukum  dan Keadilan, dalam buku Butir-
butir Pemikiran dalam Hukum memperingati 70 tahun Prof.Dr.B. Arief Sidharta, SH. Penyunting : Sri 
Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, PT Refika Aditama, Bandung   2008, hlm. 108. 
                  20 Ibid., hlm. 108. 
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Aliran Sociological Jurisprudence yang memberi perhatian sama 
beratnya antara hukum dan masyarakat, sebagai unsur utama dalam 
penciptaan dan pemberlakuan hukum berpendapat bahwa hukum yang 
baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di 
masyarakat. Undang-Undang harus dibentuk selaras dengan hukum 
yang hidup didalam masyarakat yang mempunyai fungsi utama adalah 
melindungi kepentingan. Ada tiga kepentingan yang harus dilindungi 
hukum, yaitu kepentingan hukum, kepentingan sosial, dan kepentingan 
pribadi. Sedangkan menurut Cordozo, hakim terkemuka di Amerika 
yang juga merupakan pendukung aliran ini, bahwa fungsi utama hukum 
adalah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat.21 
Menurut Soekanto, aliran sociological jurisprudence yang 
dipelopori oleh Eugen Ehrlich, Ehrlich mengatakan bahwa  ajarannya 
adalah berpokok pada perbedaan antara hukum positif (kaidah-kaidah 
hukum) dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Sehingga 
hukum yang positif hanya akan efektif apabila senyatanya selaras 
dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ehrlich juga mengatakan 
bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-
badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, 
tetapi senyatanya adalah justru terletak di dalam masyarakat itu 
sendiri.22 
Menurut Imam Malik,23 kepentingan atau kemaslahatan umum 
adalah salah satu dari sumber-sumber syariah, dengan tiga syarat, yaitu : 
                                                 
21 Lili Rasjidi, Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional, 
dalam buku Butir-butir Pemikiran dalam Hukum memperingati 70 tahun Prof.Dr.B. Arief Sidharta, 
SH. Penyunting : Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, PT Refika Aditama, Bandung   2008, hlm 
142.  
                  22 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, cet 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, 
hlm.155. 
                  23 Nama lengkapnya : Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Haris bin 
Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, Seorang ahli hadits, ahli fiqh, mujtahid besar, dan 
pendiri Madzhab Maliki. Lihat, Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan 
Perbankan Syariah, cet. II, Kafa Publishing, Bandung, 2004, hlm.414.   
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1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang 
berkenaan dengan ibadat . 
2. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras (in harmony 
with) dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah 
satu sumber syariah itu sendiri, dan  
3. Kepentingan atau kemaslahan umum itu haruslah merupakan sesuatu 
yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat 
kemewahan.24  
Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan itu merupakan upaya 
yang berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam, sebagaimana 
dirumuskan oleh Al Syatibi yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, 
akal, keturunan dan harta benda.25 Lebih lanjut Imam Syatibi 
berpendapat bahwa tujuan dari syariat ialah untuk menjaga dan 
memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebutnya sebagai 
Daruriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat. Tujuan dari masing-masing 
kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan 
(masalih) kaum muslimin, baik di dunia maupun di akherat terwujud 
dengan cara yang terbaik, karena Tuhan. Syariat dibuat untuk 
mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukmin.26 
Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 
mashlahah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan 
dengan tujuan syara’, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara’ yang 
membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum 
padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari 
manusia.27 
                                                 
                  24 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, 
Dilihar dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, cet. 
3, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 9.   
                  25 Subhi Mahmasani, Falsafatus tasyri’ (Filsafat Hukuk Islam), PT Al Maarif, Bandung, 
1983, hlm. 72. 
                  26 Wael B Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, ed. 1. Cet.. I, 
Jakarta, 2000, hlm. 247-248. 
                   27 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2007, hlm. 266. 
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Teori Imam Malik tersebut dikenal dalam sejarah hukum Islam 
dengan sebutan Al Maslahatul Mursalah yang merupakan salah satu dari 
hasil ijtihad melalui ra'yu atau akal manusia. Sedangkan al Maslahtul 
Mursalah tersebut adalah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan 
maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari 
syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus.28 Menurut Tahir 
Azhary, Al Maslahatul Mursalah tersebut  difahami sebagai teori 
hukum.29 
Al maslahah menduduki posisi yang sangat penting dalam 
menentukan rincian prinsip-prinsip umum tentang ketatanegaraan dalam 
Islam. Misalnya, al Qur’an dan sunnah Rasul tidak menentukan 
bagaimana bentuk pemerintahan suatu nomokrasi Islam. Apakah 
kerajaan atau republik, karena esensinya tidak terletak pada bentuk 
pemerintahan, tetapi pada prinsip-prinsip umum yang sudah digariskan 
dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Karena itu, melalui al Maslahah 
manusia diberikan kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan 
menentukan sendiri bentuk pemerintahan apa yang paling baik bagi 
mereka. Mungkin suatu kerajaan yang dengan konsekuen melaksanakan 
prinsip-prinsip umum nomokrasi Islam sebagaimana digariskan dalam 
al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Sekalipun secara formal bentuk 
pemerintahan suatu negara adalah kerajaan, namun secara faktual 
prinsip-prinsip syariah berjalan dan diterapkan secara konsekuen. 
Sebaliknya, suatu bentuk pemerintahan Republik, sekalipun berpredikat 
demikian, namun mengabaikan prinsip-prinsip umum nomokrasi Islam, 
jelas bukan merupakan suatu tipe yang ideal dari negara hukum menurut 
al-Qur’an dan Sunnah, bahkan kontradiktif dengan jiwa syariah.30   
Menurut pemikiran Ali Yafie dalam bukunya ”Menggagas Fiqih 
Sosial”, beliau memaknai fenomena fardlu kifayah mempunyai arti 
                                                 
                   28 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, cet. Ke 8, PT Bulan Bintang, 
Jakarta, 2004, hlm.74.  
                   29 Muhammad Tahir Azhari, loc.cit.   
                  30 Ibid., hlm. 10. 
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penting dalam perkembangan dunia modern saat ini. Pada umumnya 
fardlu kifayah itu diartikan sebagai suatu kewajiban keagamaan yang 
jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagaian yang lain 
sudah terbebas dari dosa, tetapi kalau tidak ada satupun yang 
melaksanakannya maka semua berdosa. Namun beliau memandang 
pengartian tersebut adalah arti yang sempit, kenapa tidak 
memperkenalkan definisi yang disampaikan oleh Imam Rafi’i (seorang 
tokoh fuqaha Syafi’iyyah) yang memberikan makna yang aktif dan 
gambaran yang positif, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Suyuthi 
dalam kitab Al Asybah wan Nadha’ir, yang diterjemahkan oleh Ali Yafi, 
dengan bahasa yang populer bahwa Fardlu kifayah adalah kewajiban 
menyangkut hal-hal umum yang berkaitan dengan kemaslahatan baik 
yang bersifat keagamaan (keakheratan) maupun yang bersifat keduniaan 
yang pelaksanaannya menjamin tegaknya kehidupan bersama, seperti 
upaya mengatasi kemelaratan masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan 
sandang pangan yang tak tertanggulangi dengan zakat dan dana baitul 
mal, penyediaan lapangan kerja, pemeliharaan kesehatan dan 
kebersihan, pengawasan umum dan kontrol sosial sehingga terwujud 
jaminan keamanan atas diri dan harta benda, pengajaran, pendidikan, 
penyuluhan dan bimbingan masyarakat dan upaya-upaya lain untuk 
mencerdaskan bangsa.31 
Pelaksanaan dan penegakan ketentuan di bidang ekonomi syariah 
harus sesuai dengan sifat dan karakter hukum yang mengaturnya. Ada 
empat unsur yang melandasi secara  filosofis, yaitu : 
a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Tuhan). Hal ini meletakkan dasar 
bagi hubungan Tuhan dengan manusia, serta manusia dengan 
manusia. 
b. Rububiyyah (tuntunan Ilahiyyah untuk mencukupi, mencari, dan 
mengarahkan sesuatu demi menuju kesempurnaan). Ini adalah 
                                                 
                  31 Wacana Baru Fiqih Sosial (editor : Jamal D. Rahman et al), Penerbit Mizan kerja sama 
dengan Bank Muamalat Indonesia, cet.I, Bandung, 1997, hlm. 84. 
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hukum yang universal tentang alam semesta, yang menyinarkan 
model surgawi di dalam memanfaatkan sumber daya yang berguna, 
serta untuk saling berbagi dan saling menopang. Dan dalam 
kerangka tuntunan sorgawi ini pulalah ikhtiar manusia dilaksanakan. 
c. Khilafah (peranan manusia sebagai wakil Tuhan dimuka  bumi). Ini 
merumuskan peranan dan status manusia, memerinci tanggung 
jawab manusia, baik sebagai seorang Muslim atau umat Islam 
sebagai pemegang tugas khilafah. Dari masalah inilah kemudian 
lahir konsepsi Islam tentang perwalian (trusteeship), moral, politik 
dan ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial. 
d. Tazkiyah (pemurnian plus pertumbuhan). Tugas dari seluruh Rasul 
Tuhan adalah untuk melaksanakan tazkiyah pada seluruh hubungan 
manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan 
alam, dengan masyarakat, serta dengan negara.32 
 Hal ini relevan dengan landasan teori mengenai keberlakuan 
hukum Islam di Indonesia, yaitu pertama untuk kaidah hukum Ekonomi 
Islam yang bersifat normatif (bersumber dari al-Quran, sunnah dan 
ijtihad, dan fatwa Dewan Syariah Nasional), penegakannya sangat 
ditentukan oleh kesadaran dan ketakwaan umat muslim yang 
bersangkutan. Kedua, jenis kaidah ekonomi syariah, yaitu kaidah hukum 
ekonomi Islam yang bersifat positif, artinya kaidah hukum itu tadinya 
bersifat normatif atau sebatas fatwa saja, tetapi telah dipositifkan 
menjadi bagian dari ketentuan negara.33 
2. Pengertian Hukum Perbankan Syariah  
Ada tiga kata kunci dalam sub judul tersebut, yakni hukum, 
perbankan dan syariah, yang masing-masing mempunyai arti yang 
berbeda-beda. Kata hukum ( rbeda) secara bahasa bermakna menetapkan 
                                                 
                  32 Muhammad A. Al-Buraey, Islam Landasan Alternatif  Administrasi Pembangunan, CV. 
Rajawali, Jakarta, hlm.194. 
33 Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor   2007, hlm. 
146.  
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atau memutuskan sesuatu.34 Kata Hukum yang banyak digunakan  di 
Indonesia berasal dari bahasa Arab yang juga banyak ditemukan dalam 
Al Qur’an. Kata hukum, jamaknya ahkam, secara lughawi berarti 
penetapan dan penafian sesuatu perkara berdasarkan sesuatu perkara 
berdasarkan sesuatu yang lain. Selanjutnya hukum bisa dibedakan antara 
lain taklifi dan hukum wadha’i. Sedangkan pengertian hukum secara 
terminologi berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang 
berkaitan dengan perbuatan manusia. Dengan demikian jika dalam 
menetapkan hukum bersumber dari syariat (Al Qur’an dan Sunnah), 
maka dapat dikatakan sebagai hukum syara’. Dan menurut para ulama, 
yang dimaksud dengan hukum syara’ adalah :  
masyarakat dan upayaengartian tersebut adalah artr 
Seruan (hukum Allah) yang berkaitan dengan perbuatan hamba-
hambaNya35 
Sedangkan hukum syara’ (syariah), secara garis besar ada dua, 
yakni yang pertama yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan 
Khaliq (Dzat yang Maha Mencipta) disebut ibadah dan kedua, yang 
berkaitan dengan hubungan antara sesama hamba (manusia) disebut 
muamalah. Perbuatan ibadah pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali 
ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan /atau 
Hadits, yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh 
dilakukan. Sedang dalam bentuk muamalah pada asalnya semua 
pperbuatan boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Qur’an dan 
/ atau Hadits yang melarangnya. 
       Syariah dari segi bahasa terdapat beberapa pengertian, diantaranya 
ialah jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar yang kuat 
                                                 
34 Ibn al Mandhur, Lisan al Arab, Beirut, Dar ash Shadr, t.t.,juz XII, hlm.141.  
                  35 Muhammad Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul al Fiqh, cet. Ke-3, Darul Bayariq, 
Beirut, 1995, hlm. 219. 
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dalam Al-Qur’an, salah satu diantaranya adalah tersebut dalam firman 
Allah surat Al Jatsiyah ayat 18 : 
Ghal ia Indonesi a, Bogo r   2007, h lm. ur’an, salah satu d iantarany a ada lah tersebut d lam fi
ersangkutan. # 
Artinya :  Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syariah 
(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariah 
itu dan janganlah ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui (Al Jatsiyah, 45 :18) 
         Dari kutipan ayat tersebut, istilah syariah dapat diartikan sebagai 
ketetapan hukum Allah yang harus diikuti oleh hamba-hambanya. 
Syariah yang awalnya berarti jalan, terutama jalan menuju sumber air, 
dipergunakan di kalangan umat Islam dengan arti seluruh panduan Allah 
(khitab Allah) yang terkait dengan perbuatan manusia. Kata syariah 
biasanya dinisbahkan kepada para utusan Tuhan, seperti syariat Nabi 
Musa, Syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Muhammad SAW. 
Pemahaman yang diperoleh melalui jalan dan sumber kemudian 
dijabarkan sebagai pedoman dan aturan prilaku dalam berbagai bentuk. 
Pertama qadla, keputusan yang diambil oleh hakim yang diangkat resmi 
untuk kasus tertentu. Kedua fatwa, pendapat hukum yang diberikan 
Ulama atas pertanyaan yang diajukan. Ketiga qanun, aturan perundang-
undangan yang ditetapkan berlaku umum oleh badan yang berwenang. 
Keempat siyasah, kebijaksanaan yang di gariskan oleh penguasa 
terutama untuk melengkapi syariah, Kelima adalah tahkim, adalah 
keputusan tentang persengketaan pihak-pihak yang setuju menyerahkan 
penyelesaiannya kepada pihak ketiga. Masing-masing bentuk ini 
menghasilkan keputusan, dan inilah yang disebut hukum dalam wacana 
hukum Islam.36   
                                                 
                         36 Nur A Fadhil Lubis, Peluang dan Tantangan Peradilan Agama dalam 
Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006, 
yang dimuat dalam Suara Uldilag, Vol.3 No. XII, Maret 2008, hlm. 3.  
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Bank adalah lembaga perantara keuangan atau bisa disebut 
financial intermediary, yang artinya, lembaga bank adalah lembaga yang 
dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karenanya, 
usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan 
alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha 
bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : 
1. memindahkan uang, 
2. menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, 
3. mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, 
4. membeli dan menjual surat-surat berharga lainnya, 
5. membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, dan  
6. memberi jaminan bank.37 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Pasal 1 
angka 1, disebutkan bahwa pengertian perbankan adalah segala sesuatu 
yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, 
Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata 
lain, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap 
persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan 
demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri 
dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. 
Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai 
Islamic Banking  atau juga disebut dengan interest – fee banking. 
Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan 
dari asal-usul sistem perbankan Syariah itu sendiri. Sedangkan 
pengertian Bank Islam atau dikenal dengan  Bank Syariah adalah bank 
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam 
atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga 
                                                 
                         37 Muhammad, op.cit., hlm.14. 
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keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 
berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadits Nabi, atau dengan kata lain, 
Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 
pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 
dengan prinsip Syariat Islam 38 
Pengertian Bank Syariah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 
21 tahun 2008, pada angka 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah 
Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, 
dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah, dan pada angka 10 disebutkan bahwa Unit 
Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari 
kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor 
induk dari kantor atau  unit yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor Cabang dari suatu 
bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 
kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah. 
Pengertian hukum perbankan secara langsung tentu tidak dijumpai 
di dalam Al Qur’an maupun sunnah. Namun sebagai hukum yang 
mengatur  lembaga keuangan modern, pengertian hukum perbankan 
dapat diketahui dari fungsi produk-produk hukum yang terkait dengan 
kegiatan operasional perbankan sebagai variabel yang dapat disesuaikan 
dengan ketetapan prinsip-prinsip syariah.39 
Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem 
perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu 
                                                 
                         38  Ibid,  hlm13.   
                         39 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Cet.Pertama, UII 
Press, Yogyakarta : 2008, hlm.13. 
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perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada 
prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam.40 
Perbankan bagi manusia modern dengan penciptaan uang sebagai 
alat tukar telah menggantikan sistem barter dalam masyarakat primitip. 
Ia secara besar-besaran telah menfasilitasi pertukaran dan membantu 
pembentukan modal dan produksi dalam skala yang tidak pernah 
dibayangkan sebelumnya. Bank Syariat mencegah transaksi berdasarkan 
riba yang mematok bunga dalam jumlah tertentu atas uang. Keuntungan 
atas modal hanya dapat diambil bila itu berasal dari hasil usaha, 
investasi atau perdagangan. Karena itu, bank syariat diikat oleh akad 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.41 
3. Teori Pengawasan 
Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa 
pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk 
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas  yang harus dilaksanakan 
dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan 
yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan 
sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga 
Peradilan.  
      Lahirnya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan tersebut dimaksudkan 
untuk : 
a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,    
pengelolaan administrasi peradilaln, dan pelaksanaan tugas umum 
peradilan telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencanaa dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan 
pelaksanaan tugas-tugas peradilaan. 
                                                 
                         40  Ibid,  hlm.33. 
                         41 Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam, cet.1, Jakarta, 2004, hlm. 242.  
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c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan 
ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. 
d. Menilai kinerja. 
Analog dengan Pedoman Pelaksanan Pengawasan tersebut hampir 
di semua bidang terdapat sebuah badan atau perangkat yang bertugas 
melaksanakan tugas pengawasan tersebut.    
a. Pengawasan Menurut Hukum Islam 
Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk 
meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan 
membenarkan yang hak.42 Pengawasan (control) dalam ajaran Islam 
(hukum Syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. 
Pertama, kontrol yang bersasal dari diri sendiri yang bersumber dari 
tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin 
bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak 
hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan 
ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga, sebagaimana firman Allah 
SWT surat Al Mujadalah : 7 : 
etika berdua, ia  yakin Alah yang ke tiga, seb agaimana firman Alah Dengan kat
embenarkan yang hetika berdua, ia yakin Alah yang ketiga, sebagaiman  firman Alla
jeraturan perundang#etika berdua, ia yakin Allah yang ketiga, s bagaimana  dalam ajaran Isl m 
  a, yeedd kia or ¦ ÷#٧#a Ç
Artinya : ”Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, 
melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada 
pembicaraan antara lima orang, melainkan Dialah yang 
keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah 
yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan Dia 
ada bersama mereka dimanapun mereka berada. 
                                                 
42 Abdul Mannan, Membangun Islam Kaffah, Jakarta : Madina Pustaka, 2000, hlm. 
152. 
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Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada 
hari qiamat apa yang telah mereka kerjakan.43   
 
Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem 
pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari 
pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah 
didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas  dan 
perencanaan tugas, dan lain-lain. Takwa tidak mengenal tempat. 
Takwa bukan sekedar di masjid, bukan sekedar diatas sajadah, 
namun juga ketika beraktivitas, ketika di kantor, ketika dimeja 
perundingan, dan ketika melakukan berbagai aktifitas. Takwa 
semacam inilah yang mampu mejadi kontrol yang paling efektif. 
Takwa seperti ini hanya mungkin tercapai jika para manager 
bersama-sama dengan karyawan melakukan kegiatan-kegiatan 
ibadah secara intensip.44  
Dalam ajaran tasawuf dikenal istilah muraqabah, yang berarti 
konsentrasi penuh dan waspada terhadap segenap kekuatan jiwa, pikiran, 
imajinasi dan tindakan. Yakni suatu pengawasan diri yang cermat atas 
keadaan lahir dan batin sehingga menghasilkan terpeliharanya suasana 
hati yang jernih dan sehat. Kejernihan dan kesehatan hati terukur dari 
kemampuan hati untuk menjalankan fungsinya, sehingga muraqabah 
adalah merupakan terapi yang bersifat preventive supaya hati bisa tetap 
menjalankan fungsinya diatas. Orang yang senantiasa dalam kondisi 
muraqabah berarti merasa terawasi dan terlihat Tuhan. Pikiran dan 
perasaannya senantiasa terkontrol dan bekerja dalam batas-batas 
ketentuan hukum, sehingga melahirkan prilaku (moral) yang luhur.45 
                                                 
43 Al Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mushaf As 
Syarif Medinah Munawwarah, Kerajaan Saudi, t.t., hlm. 909. 
   44 KH Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Managemen Syariah dalam Praktik, ctk. 
Pertama, Gema Insani, Jakarta,  hlm157. 
45 Sanerya Hendrawan, Spiritual Management, PT Mizan Pustaka, cet. 1, Bandung, 
2009, hlm.41  
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Itulah yang dimaksud dengan Ihsan, sebagaimana yang telah 
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dihadapan para sahabat. Ketika 
itu Malaikat Jibril bertanya tentang Ihsan yang kemudian dijelaskan oleh 
Rasulullah SAW : 
55  555   #-9EQ]iu••"¥±½ÉÕáíù  ``` € à0ÿ`` ` ` €` ðððang kemudian dij 
Artinya : Hendaknya kamu beribadah  kepada Allah, seolah-olah kamu 
melihat-Nya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka 
sesungguhnya Dia melihatmu.46 
 
b. Sistem Pengawasan Umum 
Kata Pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controlling. 
Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan 
penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi 
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan 
hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan 
koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang 
dicapai dengan masukan (input) yang digunakan.47 
Secara umum, peranan Bank Sentral sangat penting dan strategis 
dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. 
Perlu diwujudkannya sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, 
karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam 
pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, Bank 
Sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya 
resiko-resiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat 
penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan 
perekonomian.48 
                                                 
                             46 Mustofa Said Al-Khin, dkk., Terjemah Nuzhatul Muttaqin Syarah dan Terjemah 
Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Jilid 1, Al I’tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2005, hlm.100.  
47Muhammad, op.cit., hlm. 213. 
          48 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 3, 
Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 163. 
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Pada hakekatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan 
untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai 
kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial 
tergolong sehat, serta didalam bank tidak terkandung segi-segi yang 
merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan 
dananya di bank.49 Dengan kata lain, tujuan umum dari pengaturan dan 
pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, 
yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara 
kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar.50 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan 
pengawasan, diantaranya adalah :  
1) Proses Pengawasan. 
a) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan 
Dalam kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus 
dilakukan adalah menentukan standar yang menjadi ukuran dan 
pola untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan produk yang 
dihasilkan. Standar itu harus jelas, wajar, obyektif sesuai dengan 
keadaan dan sumber daya yang tersedia. Setiap bank mungkin 
mempunyai sistem  pengawasan yang berbeda-beda. Namun 
demikian harus tetap dapat diidentifikasikan adanya unsur-unsur 
pengawasan yang lazim terdaapat pada semua sistem yang baik. 
Standar itu dapat ditetapkan  dengan menggunakan dua 
cara yaitu didasarkan pada data periode sebelumnya atau 
didasarkan atas tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 
keperluan analisis standar-standar itu dapat ditetapkan dengan 
menggunakan rasio-rasio. Misalnya tren hubungan antara 
penghasilan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini lebih 
bermakna dari pada masing-masing item itu diukur secara 
                                                 
49 Pujiono, Upaya-upaya Bank Indonesia dalam Mmenanggulangi Pencucian Uang 
Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, Yustisisa Jurnal Hokum, ed. 72 Tahun XVIII, hlm. 
119. 
50 Ibid, hlm. 163. 
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sendiri-sendiri. Misalnya kerugian investasi meningkat secara 
absolut, tetapi bila dibandingkan dengan meningkatnya volume 
investasi rasionya lebih kecil. Maka dapat dikatakan bahwa rasio 
kerugian itu membaik. Contoh lain adalah market share (pangsa 
pasar). Boleh jadi perkembangan dana bank secara absolut 
meningkat, tetapi bila dibandingkan dengan perkembangan dana-
dana perbankan secara keseluruhan ternyata share-nya menurun. 
Ini dapat berarti bahwa daya saing bank itu menurun. 
b) Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi 
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 
Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi 
dengan cermat. Untuk keperluan tersebut harus pula dibuat 
catatan (record) sebagai laporan perkembangan proses 
manajemen. Berdasarkan catatan itu hendaknya dilakukan 
pengukuran prestasi, baik secara kwantitatif  maupun kwalitatif. 
Hasil evaluasi ini dijadikan bahan laporan untuk dievaluasi lebih 
lanjut. 
c) Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar 
yang diminta. 
Prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan 
memberikan penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh 
mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor 
penyebabnya. 
d) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. 
Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya 
kesalahan, juga menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya 
penyimpangan dan memberikan cara bagaimana 
memperbaikinya agar kembali kepada standar dan rencana yang 
seharusnya. Tindakan koreksi sangat perlu dan harus dilakukan, 
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agar jangan berlarut-larut, karena dapat menimbulkan kerugian 
yang lebih besar. 
e) Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang 
digunakan.51 
Setelah proses pelaksanaan selesai segera diberikan 
pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh 
dengan sumber daya digunakan serta standar yang ditetapkan. 
Hasil pengukuran  ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi 
kerja dan produktifitas sumber daya yang ada. 
2) Sistem Informasi Manajemen 
Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu 
harus disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan 
segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan 
secara cepat dan tepat. Kemajuan tehnologi informasi telah 
memungkinkan sistem informasi manajemen memiliki kesanggupan 
memberikan berbagai jenis informasi dengan cepat dan akurat serta 
memberikan fleksibilitas dalam cara penyajiannya. Melalui laporan 
ini para manajer dapat memperoleh informasi atau data yang tidak 
termuat dalam laporan reguler, yang dibutuhkan untuk menghadapi 
keadaan tertentu. 
3) Program Audit Internal 
Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan akuntan 
perusahaan atau pihak ketiga atas validitas catatan-catatn akunting 
(dan atau manajemen) yang dibuat perusahaan untuk menjamin 
keabsahan catatan-catatan tersebut. 
Ada dua jenis audit, yaitu : 
a) Audit Keuangan 
Adalah merupakan pemeriksaan terhadap wewenang dan 
pengawasan pengeluaran uang. Pelaksanaan audit keuangan 
                                                 
51 Muhammad, op.cit., hlm. 214. 
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melibatkan pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern (auditor 
intern), melakukan pemeriksaan terhadap kecermatan dan 
efektifitas pelaksanaan prosedur dan sistem akunting yang 
ditetapkan perusahaan. Pihak ekstern (auditor independen) diberi 
wewenang untuk memeriksa keabsahan catatan-catatan akunting 
yang terlebih dahulu diperiksa oleh auditor intern. 
b) Audit Manajemen  
Audit ini digunakan untuk menilai prestasi kerja anggota tim 
manajemen. Audit manajemn merupakan penilaian secara 
sistematik terhadap prestasi manajemen, yang mencakup 
penggunaan sumber daya  manusia, semangat kerja karyawan, 
pengembangan karier, efektifitas keuangan dan lain-lain. Seperti 
halnya audit keuangan, audit manajemen dapat melibatkan pihak 
diluar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin 
obyektifitas dalam penilaian.52 
Pada dasarnya para manajer puncak (top management) merupakan  
pengawas tertinggi bagi seluruh bawahannya. Untuk memudahkan 
pelaksanaan fungsi pengawasan ini setiap organisasi perusahaan besar 
selalu mengadakan suatu badan khusus (special staff) dengan program 
audit internal yang oleh Bank Indonesia disebut SKAI (Satuan Kerja 
Audit Internal).53 
Unsur dasar dari program audit internal adalah meliputi verivikasi 
aktiva dan  pasiva, memastikan keseksamaan ayat-ayat penghasilan dan 
biaya, memastikan kebenaran pelaksanaan prosedur bank yang telah 
ditetapkan dan memberikan saran-saran perbaikan cara-cara pelaksanaan 
operasional. 
Program audit internal ini harus terus berlanjut, artinya harus 
dilakukan secara terus menerus. Pada dasarnya audit internal melakukan 
                                                 
52 Habib Nadzir, Muhammad Hassanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 
Kaki Langit, Bandung, 2004, hlm. 44 
53 Muhammad, op.cit. hlm. 216 
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dua pola pemeriksaan yaitu pemeriksaan pasif melalui pemantauan 
laporan-laporan yang ada dan pemeriksaan aktif melalui 
penyelenggaraan kegiatan audit di tempat (on the spot) bagian-bagian 
tertentu dari bank tersebut. Tanggung jawab internal audit adalah besar, 
untuk memberikan keyakinan kepada para nasabah, tentang kebijakan 
proteksi kepentingan mereka. Program audit internal yang ketat 
merupakan salah satu alat utama untuk memberikan keyakinan ini. 
Peraturan Bank Indonesia dewasaa ini telah mengarah kepada 
pelaksanaan pola multi layer control. Setiap bank harus memiliki 
seorang diirektur kepatuhan ( compliance director ) yang bertugas 
memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan manajemen tidak 
melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Penunjukan kepala SKAI oleh direksi harus disetujui oleh 
Dewan Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bank. Demikian 
pula rencana kerja tahunan SKAI harus pula mendapat persetujuan dari 
Dewan Audit. Tugas Dewan Audit adalah memastikan bahwa 
mekanisme pengawasan internal bank berjalan dengan baik. 
Sebagai pedoman dan alat pengawasan, bank dan kantor cabang 
syariah memiliki buku-buku pedoman kerja mengenai kegiatan 
operasional bank syariah, antara lain berupa : 
1) Buku pedoman penghimpunan dana 
2) Buku pedoman pembiayaan  
3) Buku pedoman pengelolaan dana 
4) Buku pedoman kegiatan jasa perbankan lainnya 
5) Buku pedoman standar perhitungan bagi hasil 
6) Buku pedoman sistem kas/teller,dan  
7) Buku Pedoman lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
Buku-buku pedoman tersebut memuat hal-hal mengeni prinsip 
syariah, prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen masing-masing 
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kegiatan usaha, prosedur kerja, administrasi dan domumentasi, serta 
pengawasaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.54 
c. Good Corporate Governance ke God Corporate Gavernance 
Konsep Good Corporate Gavernance adalah seperangkat aturan 
dan sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip 
dan kebijakan yang benar. Dalam kerangka ini kemudian dirumuskaan 
kembali hubungan-hubungan diantara para pemegang saham, kreditor, 
pegawai dan para stakeholder lain, baik internal maupun eksternal, 
menurut hak dan kewajiban mereka masing-masing, dan mengarahkan 
serta mengendalikan prilaku perusahaan. Tetapi pengalaman 
menunjukkan, perusahaan memang berhasil membuat kebijakan dan 
praktik yang tepat, tetapi lemah pada pembentukan manusia yang 
menjadi penegak dan pelaksana kebijakan dan praktik tersebut, 
mengingat manusia sangat dipengaruhi kehendak dan motivasinya, 
maka jika ada perubahan dalam kehendak dan motivasi tersebut, lalu 
corporate governance bisa memiliki akar yang kuat pada tingkat 
individu. Dengan kata lain, Good Corporate Governance tidak saja 
membutuhkan infrastruktur sosial yang mengarahkan dan 
mengendalikan perilaku dari luar, tetapi juga ”kebersihan hati” yang 
mengawasi dan mengarahkan perilaku dari dalam. Karena itu, proses 
spiritualisasi perusahaan harus mengarah pada pembentukan God 
Corporate Governance, yang berarti sistem tata kelola perusahaan yang 
dalam perspektif Islam berdasarkan pada paradigma tauhid, dan di gagas 
untuk menjadi alternatif corporate governance dalam perusahaan.55 
Dalam perspektif ini , perusahaan tidak bisa dipahami semata-mata 
sebagai bangunan ekonomi, yang ditambah dengan seperangkat 
kewajiban sosialnya (corporate social responsibility), tetapi harus 
dipahami lebih holistis. Perusahaan adalah sarana manusia yang penting, 
                                                 
                54 Ibid. hlm. 217. 
                  55 Sanerya Hendrawan, op.cit.  hlm. 201. 
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yang dengan produk serta jasa yang dihasilkannya (outputs) mesti 
memberikan dampak atau kontribusi pada penciptaan kehidupan 
manusia yang disebut Falah dan Hayatan thoyyibah. 56 
d. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah 
 Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan 
bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang 
dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan. Dalam  
menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan 
data dan informasi yang senantiasa kini dan akurat dari bank-bank yang 
diawasinya dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat. 
Mengingat secara mekanisme kegiatan usaha terdapat perbedaan 
yang prinsipil antara bank konvensional dan bank syariah, maka timbul 
pertanyaan mendasar bagaimana penerapan Prudential regulation pada 
bank syariah. Apakah prinsip kehati-hatian diperlukan dalam perbankan 
syariah mengingat hakekatnya resiko investasi dana masyarakat pada 
bank syariah ditanggung pula oleh pihak pemilik dana atau investor 
dana ? 
Adanya adagium bahwa resiko bank syariah adalah juga resiko 
deposan menimbulkan perdebatan yang cukup hangat mengenai 
penerapan model-model prinsip kehati-hatian pada bank syariah. 
Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah telah lama menjadi 
isu para pakar perbankan. Pada working paper IMF ”Islamic Banking : 
Issues in Prudential Regulations and Supervision” dinyatakan bahwa 
implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat 
mennggunakan referensi standar dari Basle Commitee on Banking 
Supervision, sebagaimana telah diterapkan pada bank konvensional. 
Namun demikian, disadari bahwa standar Basle Commitee on Banking 
Supervision tidak dapat sepenuhnya diadopsi dalam perbankan syariah. 
Terdapat beberapa kendala yang dapat menyulitkan penerapan standar 
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prinsip kehati-hatian yang berpatokan kepada Basle Commitee on 
Banking Supervision, yaitu adanya perbedaan derajat penerapan prinsip 
syariah dalam beberapa negara muslim, adanya perbedaan derajat 
penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian, 
seperti Iran yang konservatif dan Malaysia yang liberal. 
Dalam Undang-Undang perbankan syariah terdapat Pasal-pasal 
yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah, 
yakni Pasal 2, 35 – 37 dan 54. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa 
perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 
prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam 
penjelasan Pasal 2 dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah 
pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan 
perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
Prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam Pasal 35, adalah : 
1) Bank syariah dan unit syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. 
2) Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan kepada 
Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan 
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun 
berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum serta 
laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan 
peraturan Banak Indonesia. 
3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan 
publik. 
4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi bank pembiayaan rakyat. 
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5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi 
kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank 
Indonesia.57    
Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen pada bank. 
Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah muamalah 
yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota 
DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).58 
Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia, telah dikeluarkan Keputusan Majlis Ulama Indonesia No. 
Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional 
(DSN). Sedangkan anggota Dewan Pengawan Syariah diatur dalam 
Keputusan DSN MUI No. 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan 
penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan 
Syariah, yang disebutkan antara lain. 
1) Pengertian Umum 
a) Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga Keuangan 
Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas 
persetujuan DSN. 
b) Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan 
usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau 
hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful dan 
sebagainya. 
2) Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah 
a) Setiap lembaga keuangan Syariah harus memiliki sedikitnya tiga 
orang anggota Dewan Pengawas Syariah. 
b) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. 
c) Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) 
tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila 
meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga 
                                                 
                  57 Adrian Sutedi,op.cit., hlm.138. 
58 Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, op.cit.,hlm.88.  
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keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra 
DSN. 
3) Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah 
a) Memiliki akhlak karimah 
b) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan 
pengetahuan di bidang perbankan dan / atau keuangan secara 
umum. 
c) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan 
berdasarkan syariah. 
d) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan 
dengan surat / sertifikat dari DSN. 
4) Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 
a) Tugas utama Dewan Pengawas Syariah  adalah mengawasi 
kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan 
ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 
b)  Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah : 
(1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, 
pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang 
syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; 
(2) Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan 
DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran dalam 
pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan 
syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 
5) Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah 
a) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan 
penempatan anggota dewan pengawas syariah kepada DSN. 
Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon Dewan 
Pengawas Syariah. 
b) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana 
Harian DSN. 
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c) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan 
kepada pimpinan DSN. 
d) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai 
anggota Dewan Pengawas Syariah. 
6) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas 
Syariah  
a) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan. 
b) Memantau kelancaran tugas Dewan Pengawas Syariah. 
7) Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah 
a) Mengikuti fatwa-fatwa DSN  
b) Mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar tidak 
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah 
difatwakan oleh DSN. 
c) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga 
keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-
kurangnya dua kali dalam satu tahun. 
8) Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah 
a) Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan 
Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga 
keuangan syariah lainnya. 
b) Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi 
anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat 
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya 
pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah 
lainnya.59    
Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat dan 
fungsinya ialah mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan 
prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, dewan pengawas 
syariah wajib mengikuti fatwa DSN. Sedangkan dalam pengaturan 
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tentang komisaris dan direksi bank syariah mengacu pada pengaturan 
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Artinya, dasar hukum pengaturan komisaris dan direksi jauh lebih 
komplek dan lebih kuat daya ikat dan keberlakuannya jika dibandingkan 
dengan pengaturan terhadap dewan pengawas syariah. Dewan pengawas 
syariah adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia. Diluar negeri, 
istilah tersebut berbeda-beda. Selain itu jumlah anggota dewan 
pengawas syariah pun berbeda-beda. 
 
Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut : 
(1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar Syariah, baik untuk 
pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank 
lainnya. 
(2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau 
sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah. 
Perwataatmadja dan S. Antonio mengemukakan bahwa anggota 
dewan pengawas syariah seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang 
sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa 
dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan 
mengeluarkan pendapat dewan pengawas syariah, maka harus 
diperhatikan hal-hal berikut ini. 
(1) Mereka bukan staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk dibawah 
kekuasaan administratif. 
(2) Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
(3) Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS. 
(4) Dewan pengawas syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas 
tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.60         
Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan 
merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para Ulama 
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yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan 
memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan 
pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. 
Kewenangan Ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan 
hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah 
Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 
Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itu, 
maka di Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang 
menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi syariah agar 
tidak menyimpang dari ketentuan Al Quran dan As Sunnah. Majlis 
Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 
dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat 
Islam Indonesia membentuk satu Dewan Syariah yang berskala nasional. 
Lembaga itu dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 
berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan 
(SK) MUI Nomor : Kep.754/MUI/II/1999.61 
Lembaga Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi dan 
mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong 
penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena 
itu keberadaan Dewan Syariah Nasional diharapkan  dapat berperan 
secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah guna memenuhi 
tuntutan kebutuhan umat. Selain itu Dewan Syariah Nasional juga dapat 
memberikan  teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang 
menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang 
bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka Dewan 
Syariah Nasional dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang 
memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum, seperti ke Bank 
Indonesia (BI) jika berkaitan dengan perbankan, atau Bapepam-LK, jika 
berkaitan dengan pasar modal. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang 
pembentukan Dewan Syariah Nasional Nomor : Kep.754/MUI/II/ 1999, 
maka ditetapkan tentang eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan 
Dewan Syariah Nasional (DSN), tugas dan kewenangannya, pembiayaan 
Dewan Syariah Nasional dan mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional 
dan Dewan Pengawas Syariah. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan 
produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI 
menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga 
keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan 
syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al 
Quran dan Al Hadits yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman 
utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat –umat lain 
pada umumnya. 
Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan 
lembaga ekonomi  dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan 
Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan 
ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli 
tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan 
dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu 
agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan 
dipisahkan secara formal kedalam bentuk peraturan perundang-
undangan.62 
Namun agar peraturan perudang-undangan yang mengadopsi 
prinsip-prinsip dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu 
membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga 
keuangan syariah. Tujuan pembentukan DPS ialah untuk menjalankan  
fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, 
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meskipun secara tehnis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi 
kewenangan Bank Indonesia (BI). 
Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang 
mengurusi sistem keuangan syariah dalam Negara Republik Indonesia, 
Bank Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang 
memiliki otoritas di bidang hukum Syariah. Bentuk kerja sama antara 
Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota 
kesepahaman MOU (Memorandum of Understanding) untuk 
menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan 
syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-
MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan system ekonomi dan 
perbankan syariah negeri ini.  
e. Pengawasan oleh Bank Indonesia 
Kepercayaan  masyarakat terhadap dunia perbankan akan  terjaga 
apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola 
dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi 
kesehatannya. Untuk Bank Indonesia sebagai bank sentral  yang 
mempunyai peran pula dalam menentukan dan memberikan arah 
perkembangan perbankan serta dapat melindungi masyarakat, maka 
Bank Indonesia mempunyai kewenangan  dan kewajiban untuk 
membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kelembagaan 
dan kegiatan perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992. Adapun  pembinaan dan pengawasan 
tersebut ditempuh melalui upaya-upaya tertentu, baik yang bersifat 
preventip dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat, 
bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk 
pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan.63 
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Bank Indonesia pada dasarnya mengemban tujuan mencapai dan 
memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka mencapai tujuan 
tersebut maka Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-
Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tugas 
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem kelancaran sistem pembayaran, mengatur 
dan mengawasi Bank. Khususnya dalam melakukan pengaturan dan 
pengawasan termasuk di dalamnya pelaksanaan pembinaan. Mengingat 
tugas yang diemban tersebut maka Bank Indonesia mempunyai langkah 
dan kewenangan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu : 
1) Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip 
kehati-hatian. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka 
melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang 
menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-
hatian. 
2) Menyangkut perizinan perbankan, meliputi kewenangan untuk 
memberikan izin dan mencabut izin usaha, memberikan izin 
pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan 
persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan 
izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha 
tertentu (Pasal 26) 
3) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun 
setiap waktu apabila diperlukan juga dapat mencakup pemeriksaan 
terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak 
terafiliasi, dan debitur bank. Pasal 29 ayat (1 dan 2) Ketentuan 
tersebut berbunyi : 
Ayat (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, 
baik secara berkala maupun setiap waktu apabila 
diperlukan. 
Ayat (2) Apabila diperlukan,pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, 
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perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur 
Bank. 
Ayat (3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), wajib memberikan kepada pemeriksa : keterangan dan 
data yang diminta; kesempatan untuk melihat semua 
pebukuan, dokumen, dan sarana  fisik yang berkaitan 
dengan kegiatan usahanya; dan hal-hal lain yang 
diperlukan. 
4) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau 
seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank 
Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak 
pidana di bidang perbankan. (Pasal 31 ayat 2 ). 
5) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank (Pasal  
32    ayat 1).64 
Secara eksplisit, tugas pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan perbankan syariah diatur dalam peraturan perundangan, 
khususnya Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.65 
Kewenangan Bank Indonesia selain ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, juga diatur 
dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, 
diantaranya yaitu ;  
1) Menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank, tata cara pemberian 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan 
usaha lainnya dari bank, tata cara penyediaan informasi oleh bank 
untuk para nasabahnya. (Pasal 29 ayat 5 ). 
2) Memeriksa buku-buku dan  berkas-berkas  pada  bank yang 
dibinanya. (Pasal 31). 
3) Menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia 
melaksanakan pemeriksaan (Pasal 31 A). 
4) Melakukan tindakan tertentu terhadap bank yang mengalami 
kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, diperkirakan 
mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya 
(Pasal 37 ayat 1). 
                                                 
64 Ibid., hlm. 277. 
65 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syariah, CV Karya 
Gemilang, cet. Pertama, 2009, hlm.20. 
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5) Mencabut izin usaha dan memerintahkan direksi bank untuk segera 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna 
membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi terhadap 
bank yang tidak bisa memperbaiki kinerjanya sehingga 
membahayakan sektor perbankan.  
6) Meminta Pemerintah untuk membentuk badan khusus yang bersifat 
sementara dalam rangka penyehatan perbankan nasional (Pasal 37 
ayat 1) 
7) Mengeluarkan perintah tertulis agar bank memberikan keterangan 
dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai 
keadaan keuangan nasabah  penyimpan tertentu kepada  pejabat  
pajak  (Pasal 41 ayat 1 ). 
8) Memberikan izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh 
keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur (Pasal 41 
A). 
9) Memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh 
keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa 
pada bank (Pasal 42 ayat 1). 
10) Memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi 
kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan. Sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada bank 
berupa anatara lain : denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat 
kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, 
pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang 
tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian 
pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti 
sementara sampai RUPS atau Rapat Anggota untuk mengangkat 
pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, 
pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham 
dalam daftar orang tercela di bidang perbankan (Pasal 52), dan  
11) Menetapkan pengecualian bagi Bank Perkreditan Rakyat mengenai 
ketentuan kewajiban bank untuk mengaudit neraca dan perhitungan 
laba rugi tahunan untuk diaudit oleh akuntan publik (Pasal 36 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan)66 
f. Operasionalisasi Sistem Syariah dalam Perbankan 
Kehadiran Bank Syariah di Indonesia sejak tahun 1992 merupakan 
fenomena tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank 
yang bebas bunga telah berhasil lolos dari badai negative spread dalam 
krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik Bank Syariah telah menarik 
perhatian para pelaku perbankan di Indonesia. Setelah dikeluarkannya 
                                                 
66Ibid., hlm.279  
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Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, perkembangan Bank Syariah 
tumbuh dengan pesat, sehingga keberadaan Bank Syariah di Indonesia 
telah memberikan warna baru bagi dunia perbankan Indonesia. 
Disamping itu, berkembang pula lembaga keuangan lainnya Perusahaan 
Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah dan lembaga 
Keuangan Syariah non Bank lainnya yang jumlahnya senantiasa 
bertambah. Dengan berkembangnya lembaga-lembaga syariah dengan 
basis ekonomi Islam, tidak menutup kemungkinan akan muncul 
permasalahan antar para pelaku dalam lembaga syariah tersebut. 
a. Sistem Distribusi Hasil Usaha 
Dalam sistem pencatatan pelaporan (akuntansi) keuangan 
secara umum dikenal 2 (dua) sistem, yaitu Cash Basis dan Accrual 
Basis. Cash Basis, yaitu prinsip akuntansi yang mengharuskan 
pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya, sedangkan 
Accrual Basis, yaitu prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan 
biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode. 
Kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk 
keperluan distribusi hasil usaha dalam administrasi keuangan 
Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah. Dilihat dari segi 
kemaslahatan (al Ashlah), Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya 
nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000, 
menyarankan dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual 
Basis, tetapi dalam pendistribusian hasil usaha hendaknya ditentukan 
atas penerimaan yang benar-benar terjadi. 
b. Prinsip Distribusi hasil usaha. 
Pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam satu bentuk 
usaha kerjasama secara umum dikenal 3 (tiga) jenis, yaitu: 
a) Loss and Profit Sharing, yaitu prinsip distribusi hasil; usaha yang 
dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. 
Apabila hasilnya memperoleh keungtungan, maka keuntungan 
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tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan, sebaliknya apabila 
hasilnya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan 
sesuai kesepakatan. 
b) Profit Sharing , yaitu prinsip distribusi hasil usaha yang dihitung 
dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, apabila 
hasilnya memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut 
dibagikan sesuai dengan kesepakatan, sebaliknya apabila hasilnya 
mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan hanya 
kepada pelaksana usaha (mudharib). 
c) Revenue Sharing, yaitu prinsip distribusi hasil usaha yang dihitung 
dari jumlah pendapatan pengelolaan dana, tanpa dikurangi biaya 
pengelolaan dana. Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya 
nomor : 15/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000 hanya 
mengenal 2 (dua) prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga 
Keuangan Syariah, yaitu Profit Sharing dan Revenue Sharing. 
Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan 
kedua prinsip distribusi hasil usaha tersebut (profit Sharing dan 
Revenue Sharing), namun dilihat dari segi kemaslahatan, distribusi 
hasil usaha disarankan menggunakan prinsip Revenue Sharing. 
g. Sistem Pengawasan di Beberapa Negara Islam 
Sejak dekade tahun 1970-an umat Islam di berbagai negara telah 
berusaha untuk mendirikan bank-bank Islam. Tujuan dari pendirian bank 
Islam ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan 
mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah Islam dan 
tradisinya kedalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis-bisnis lain 
yang terkait. 
Pada umumnya pengawasan bank Syariah berada didalam 
kerangka sistem pengawasan perbankan komersial internasional yang 
ada. Di sebagian negara, Undang-undang khusus bagi bank syariah telah 
dibuat, sementara di sebagian yang lain tidak ada. Operasional 
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perbankan syariah pada negara-negara yang tidak mempunyai undang-
undang khusus ini berjalan di bawah pedoman yang dibuat oleh bank 
sentral.67 
Hampir semua bank swasta yang ada telah memiliki Dewan 
Pengawas  Syariah sendiri. Namun di Malaysia dan Sudan bank sentral 
juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sendiri 
Bank-bank di tiap anggota berada dalam pengawasan bank sentral. 
Namun demikian, tren yang berkembang menunjukkan adanya wacana 
untuk memisahkan kerangka kebijakan moneter dalam manajemen 
ekonomi makro dari pertimbangan ekonomi mikro kesehatan bank. 
Sebagai hasil dari adanya  pemisahan ini, pengawasan bank akan 
dipisahkan dari kebijakan moneter dan dilimpahkan kepada otoritas 
khusus. Terdapat banyak contoh dari pemisahan ini, diantaranya adalah 
pemisahan fungsi pengawasan dari Bank of England  pada tahun 1998 
dan pembentukan otoritas jasa keuangan (OJS) yang bertanggung jawab 
untuk menjalankan peran pengawasan.68 
Bank di Pakistan dan Iran tidak memiliki dewan syariah 
sebagaimana bank lainnya, namun departemen Agama Islam di 
Pakistaan dan Dewan Keamanan Iran, telah menerapkan pedoman 
pengawasan ini. Dewan Syariah Nasional Pakistan  diberikan wewenang 
untuk meninjau ulang dan merumuskan undang-undang berdasarkan 
syariah. Dewan telah mn\enetapkan bahawa bunga (interest) adalah riba, 
oleh karenanya, transaksi mark-up yang dilakukan dengan berbasis 
bunga tidak diperbolehkan.69 
Rudi Bonte, dalam analisisnya tentang terjadinya krisis di Asia, 
mengatakan bahwa kurang  sungguh-sungguh dalam mengelola 
perusahaan bidang perbankan merupakan faktor penting dalam 
                                                 
67 M Umer Chapra, Tariqullah Khan, Regulation and Supervision of Islamic Banks, 
Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, Jeddah – Saudi Arabia, 1421 
H. (2000), hlm. 30.  
68 Ibid, hlm. 37. 
69 Umar Chapra, op.cit. hlm. 38. 
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memberikan kontribusi timbulnya krisis di Asia, ditambah lagi dewan 
direksi dan pihak pengelola bank tidak mematuhi aturan main yang telah 
disepakati.70 
B. Penelitian Yang Relevan 
Penelitian mengenai "MEKANISME PENGAWASAN DEWAN 
PENGAWAS SYARIAH DAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK 
JATENG SYARIAH DI SURAKARTA" menurut pengamatan penulis 
selama ini belum pernah dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis 
maupun desertasi. 
Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Non Doktrinal 
mengenai "MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS 
SYARIAH DAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK JATENG 
SYARIAH DI SURAKARTA". 
C. Kerangka Berfikir 
Skema mekanisme pengawasan oleh Bank Indonesia dan Majlis 
Ulama Indonesia. 
                                                            
 





   Berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 
1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, 
memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu 
dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap 
                                                 
70 Rudi Bonte, Supervisory Lessons to be Drawn from Asean Crisis,  Basel Committee on 
Banking Supervision Warking Paper No 2 Juni 1999 
Bank Indonesia Majlis Ulama Indonesia 
Dewan Syari’ah Nasional 
Kantor Akuntan Publik Dewan Pengawas 
Syari’ah 
Bank Syariah – Unit Usaha Syari’ah  
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bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengacu pada 
Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998.71 
 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Pasal 1 angka 7 UU No 21 
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). 
  Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja 
dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor 
induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang 
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
monvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 
pembantu syariah dan/atau unit syariah. (Pasal 1 angka 10 UU No 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah). 
  Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 
dalam penetapan fatwa di bidang syariah. ( Pasal 1 angka 12) 
  Keberadaan Bank Syariah dan Usaha Unit Syariah dalam 
melaksanakan kegiatannya sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal 19, 20 dan 
21 berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga 
yang dibentuk atas rekomendasi Majlis Ulama Indonesia dan diangkat oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham, yang bertugas  memberikan nasehat dan saran 
kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip 
Syariah. 
  Berdasarkan Pasal 50 pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan 
Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan dalam 
melaksanakan tugas pengawasan tersebut Bank Indonesia dapat menugasi 
akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia. 
                                                 
             71 Hermansyah, op.cit., hlm. 164-165. 
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Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut secara 


































Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue 
yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan. 
Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan 
kebenarannya pun dapat digugurkan 
Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya 
sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang 
ditangan, dan pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah “pengetahuan” 
atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini 
nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan tertentu.72 
Penelitian sendiri tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penulisan sebagai suatu sarana 
untuk mengkomunikasikannya pada masyarakat (baik awam maupun ilmiah), apabila 
suatu penelitian tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan sia-sia sajalah semua 
usaha, dana, waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk melakukannya.73 
Dalam ilmu hukum, Bruggink menegaskan bahwa tuntutan keilmuan suatu 
penelitian ilmiah dalam ilmu hukum setidaknya memuat tiga hal sebagai berikut. 
a. Ilmuan hukum harus mengemukakan dengan cara kerja ajeg dan mengetahui 
mana yang hendak digunakan untuk membentuk teorinya. 
b. Ia mempresentasikan cara kerjanya sedemikian rupa sehingga orang lain dapat 
mengkaji hasil-hasil dari teorinya dengan bantuan cara kerja itu, dan 
c. Ilmuan hukum harus mempertanggung jawabkan (memberikan penjelasan 
rasional) mengapa memilih cara kerja itu.74 
Menurut Koentjaraningrat, dalam bukunya Pengantar Antropologi yang dikutip 
oleh Bambang Sunggono menyatakan bahwa Metode ilmiah dari suatu ilmu 
pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut untuk sampai pada 
                                                 
72 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2001, hlm. 27-28. 
73 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka  Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 132. 
           74 Johnny Ibrahim, op.cit., hlm.31. 
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kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya 
bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang beberapa gejala, 
tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.75  
A. Jenis Pendekatan 
Dalam penelitian hukum, maka metode yang digunakan tergantung pada konsep 
apa yang dimaksud mengenai hukum. Ada lima konsep hukum antara lain 
sebagai berikut : 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan 
tersistematisasi sebagai judge law. 
4. Hukum adalah pola-pola prilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik ; 
5. Hukum  adalah manifestasi makna-makna simbolik pada prilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.76 
Penelitian ini menggunakan konsep yang kelima. Disini hukum adalah 
manifestasi makna-makna simbolik sebagaimana terwujud dalam aksi-aksi atau 
interaksi antar manusia dalam masyarakat, maka setiap penelitian yang 
mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku 
dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris 
atau penelitian non doktrinal. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan 
maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan sesuatu 
doktrin, maka metodenya disebut sebagai metode non doktrinal.77 
Menurut sifatnya merupakan penelitian deskriptif, karena dimaksudkan 
untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 
atau gejala-gejala  lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 
                                                 
75 Bambang Sunggono, op.cit., hlm. 47  
76 Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Surakarta,  2005, hlm. 20. 
77 Burhan  Ash Shofa, op.cit, hlm. 34. 
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hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama 
atau di dalam  kerangka menyusun teori-teori baru78 Dan dilihat dari segi 
bentuknya merupakan jenis penelitian evaluatif, karena diharapkan dengan 
penelitian ini dapat memberikan penilaian terhadap kenerja perbankan, 
kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun 
Dewan Pengawas Syariah. 
B.    Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta. 
C.     Penentuan Responden / Informan 
Untuk mendapatkan informasi dan keterangan dari responden, penulis 
menggunakan cara atau teknik wawancara, yakni cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yakni untuk 
mengumpulkan keteranan tentang kehidupan manusia serta pendapat 
mereka.Dalam penerapannya wawancara tersebut dapat dijadikaan sarana 
utama, saranan pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabla 
metode wawancara digunakan satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana 
pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara 
lain. Sedangkan sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk menguji 
kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain.79 Sedangkan 
jenisnya adalah purposive / judmental sampling, yakni sampel yang dipilih 
berdasarkan pertimbangan / penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini 
peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili 
populasi.80 
D. Sumber Data 
Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti, dalam hal 
ini data bersumber dari dua jenis  : 
                                                 
78 Setiono,Op.cit., hlm. 5. 
79 Burhan Ashshofa, op.cit.,  hlm. 96-97 
80 Ibid., hlm. 91. 
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau 
dari obyek yang diteliti di lapangan atau di lokasi. Antara lain Pajabat Bank 
Jateng Syariah dan Dewan Pengawas Syariah yang ada di Bank Jateng 
Syariah di Surakarta. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari obyek 
penelitian, tetapi mampu memberikan keterangan yang bersifat mendukung 
keterangan data primer, termasuk di dalamnya :  
a. Bahan  Hukum Primer yang terdiri atas : 
1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan 
Syariah. 
2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 yang telah diadakan 
perubahan dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang 
Bank Indonesia. 
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan  
Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. 
4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 yang telah 
diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 
11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem 
Penilaian  Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip 
Syariah. 
6) Dan lain-lainnya. 
b. Bahan  Hukum Sekunder yang terdiri atas :  
1) Berbagai buku yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan 
terhadap Perbankan Syariah. 
2) Berbagai artikel dalam  majalah yang berkenaan dengan 
pengawasan. 
3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, kamus 
bahasa Indonesia dan berbagai kamus lain yang sesuai dengan pembahasan 
dalam tesis ini.   
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E. Teknik Pengumpulan Data         
1. Wawancara 
Dengan wawancara mendalam diharapkan peneliti dapat menembus dibalik 
tingkah laku lahiriah subyek dan bisa mempelajari motivasi, respon 
subyektif tingkah laku yang merupakan hasil proses reflektif terhadap 
proses situasi sosial tertentu. 
Wawancara dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog melalui 
penyampaian pertanyaan yang sifatnya terbuka terhadap beberapa informan 
yang memang ditugasi oleh pihak Bank Jateng Syariah untuk memberikan 
pelayanan untuk kepentingan penelitian tersebut. 
2. Studi dokumen 
Surat dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
informasi tentang obyek penelitian dan perpustakaan, untuk mencari 
konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan 
obyek yang diteliti. 
F. Teknik Analisis Data 
Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui 
makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan 
perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya 
dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua 
pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang 
terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-
istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan 
hukum.81 
Dalam penelitian ini digunakan teknik analis data kualitatif, yang terdiri 
atas tiga komponen pokok analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan verifikasi.  
a. Reduksi data 
                                                 
81 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 
edisi revisi, Malang, 2007,  hlm.,310 
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Membuat singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batas-batas 
permasalahan, menulis catatan. Proses ini berlaangsung sampai laporan 
penelitian selesai ditulis. Reduksi data adalah bagian dari analisis, suatu 
bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 
membuang hal yang tidak penting, dan mengatur sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data meliputi matriks, gambar, jaringan kerja berkaitan dengan 
kegiatan dan tabel. Kesemuanya dirancang untuk menarik informasi secara 
teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak. 
Penyajian data merupakan bagian analisis. 
c. Penarikan Kesimpulan Verifikasi 
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti 
dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan 
pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 
arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi peneliti yang kompoten 
memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat, artinya tetap bersikap 
terbuka.  
Tiga komponen analisis berlaku saling  menjalin, baik sebelum, pada waktu 
dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan 
analisis mengalir.82  
 
BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Diskripsi Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta 
Bank Jateng atau secara lengkapnya Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Tengah adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan 
                                                 
82  Setiono, op.cit., hlm. 31-32. 
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yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah 
Kabupaten / Kota se Jawa Tengah dan berada di Jawa Tengah yang beroperasi 
sejak tahun 1963 yang menempati Gedung Bapindo Jalan Pahlawan Nomor 3 
Semarang, dengan tujuan mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang 
kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan 
kredit kepada pengusaha kecil. 
Persiapan pendirian bank dilakukan oleh Drs. Harsono Sandjoyo yang 
kemudian menjadi Direktur Utama Pertama Bank Jateng, dibantu oleh Drs. 
Mud Sukasan. Rekruitmen karyawan pertama berjumlah 13 orang untuk on 
the job training di Kantor Bank Indonesia Semarang, dengan modal pada awal 
pendiriannya sebesar Rp. 20 juta yang terdiri dari Daerah Swatantra Tk. I 
sebesar Rp. 9,2 juta, 34 Daerah Swatantra II sebesar Rp. 6,8 juta, dan Hadi 
Soejanto sebesar Rp. 4 juta. 
Seiring dengan  berjalannya waktu, Bank Jateng terus berkembang 
hingga memiliki kantor cabang di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
Dan setelah berpindah-pindah lokasi, sejak tahun 1993 Kantor Pusat Bank 
Jateng menempati gedung Grinata Jl. Pemuda 142 Semarang. 
Serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pendirian dan status Bank antara lain terdiri atas : 
a. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 6 tahun 1963, sebagai 
landasan hukum pendirian bank. 
b. Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 
DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963, dan izin usaha dari Menteri Urusan 
Bank  Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963, sebagai 
landasan operasional. 
c. Undang-undang No 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan 
sebagai dasar penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
No. 3 tahun 1969 yang menetapkan bahwa bank adalah milik Pemerintah 
Daerah (BUMD). 
d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 25/34/DIR tanggal 1 Juli 
1992 adalah penetapan status Bank sebagai Bank Devisa. 
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e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 1993 tentang 
perubahan bentuk hukum Bank menjadi Perusahaan Daerah dengan 
mengacu pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagai pengganti 
Undang-undang No. 14 tahun 1967. 
f. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 
dan akte pendirian Perseroan Terbatas No 1 tanggal 1 Mei 1999 serta 
pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia No. C 2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999, bentuk 
hukum Bank Jateng berubah dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi 
Perseroan Terbatas (PT). 
g. Dengan ditanda tanganinya perjanjian Rekapitulasi tanggal 7 Mei 1999 
maka Bank Jateng telah sah mengikuti Program Rekapitulasi Perbankan, 
dengan modal disetor menjadi Rp. 583.754 milyar. 
h. Pada tanggal 7 Mei 2005 Bank Jateng telah menyelesaikan program 
Rekapitulasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki 
Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / 
Kota se Jawa Tengah. 
Seiring terus berkembangnya perusahaan dan untuk lebih 
menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program 
rekapitulasi, maka manajemen Bank Jateng berkeinginan untuk mengubah 
logo dan call name perusahaan yang mempresentasikan wajah baru Bank 
Jateng. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 7 Mei 
2005 Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 
Juni 2005 maka nama sebutan (call name) PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank 
Jateng.83 
a. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Cabang Syariah  
                                                 
             83 Profil Perusahaan (Company Profile) Bank Jateng, hlm. 5-7 dan hasil wawancara dengan 
Kartiko Anggoro tanggal 25 Nopember 2009 
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Dasar hukum pembentukan kantor cabang syariah oleh bank umum 
konvensional pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, 
yaitu : membuka kantor cabang baru, mengkonversi kantor cabang 
konvensional menjadi kantor cabang syariah, dan meningkatkan status dan 
merubah kantor cabang pembantu konvensional menjadi kantor cabang 
syariah penuh.84 
1) Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. 
2) Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/3/PBI/2006 
tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 
menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah. 
Pendekatan ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan kantor 
perbankan syariah sebagaimana telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : 
1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 
hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia 
2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor 
lainnya diluar negeri oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki 
Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank 
Indonesia. 
3) Pembukaan kantor dibawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan 
hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegsan dan Bank 
Indonesia 
4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tidak diizinkan untuk membuka 
Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar 
negeri. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bank Indonesiai 
Nomor : 9/7/PBI/2007 pengertian kantor cabang syariah adalah kantor 
cabang bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah. Dalam menjalankan kegiatan, kantor cabang syariah bertanggung 
jawab secara langsung kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, 
                                                 
             84 Gemala Dewi, Op.cit., hlm. 69 - 70 
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dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut 
melakukan usaha.85 
Sebelum membuka kantor cabang syariah, bank umum konvensional 
wajib membentuk Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank 
Indonesia No : 8/3/PBI/2006, pengertian Unit Usaha Syariah adalah unit 
kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari 
Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah. Berdasarkan peraturan ini 
Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta  merupakan tangan panjang dari 
Usaha Unit Syariah yang ada di pusat, yakni di Semarang. Sesuai dengan 
dan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2008 
disebutkan bahwa :  
1. Bank yang akan membuka kantor Bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha 
Syariah di kantor pusat Bank. 
2. Unit Usaha Syariah dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
mengatur  dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah 
dan atau Unit Syariah, menempatkana dan mengelola dana yang 
bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, 
menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang 
Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan 
gabungan, melakukan kegiatan lain sebagai kantor  induk dari Kantor 
Cabang Syariah dan atau Unit Syariah. 
3. Rencana kegiatan Unit Usaha Syariah wajib dicantumkan dalam 
rencana bisnis Bank yang paling kurang memuat rencana 
penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, rencana permodalan, 
proyeksi rasio dan pos-pos tertentu, rencana pengembangan organisasi 
dan sumber daya manusia, rencana  pengembangan produk dan 
aktivitas baru, dan rencana pengembangan jaringan kantor. 
Dalam hal ini bank Jateng telah  mmembuat ”Profil Perusahaan” 
(company Profile) yang secara lengkap memuat apa yang dimaksud 
oleh angka (3) Pasal 10 Undang-Undang ini. 
4. Pemimpin Usaha Unit Syariah wajib memenuhi persyaratan paling 
rendah merupakan pejabat Eksekutip satu tingkat dibawah Direksi, 
memiliki kemitraan dalam menjalankan operasional  Bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, mempunyai 
integritas dan moral yang baik dan berpengalaman dalam operasional 
Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah 
                                                 
85 Burhanuddin Susanto, op.cit., hlm. 159. 
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dan atau telah mengikuti pelatihan operasional bank yang 
melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah. 
Sesuai dengan ketentuan ini Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta 
dipimpin oleh seorang yang ahli di bidangnya.   
5. Pada Unit Usaha Syariah wajib ditempatkan Dewan Pengawas 
Syariah.86 
b. Visi, Misi, Srategi dan Kebijakan Unit Usaha Syariah Bank Jateng  
Syariah 
Dalam mengembangkan produk perbankan, Bank Jateng pada 
tanggal 21 Mei 2008 membuka Unit Usaha Syariah Bank Jateng. 
Pembukaan Kantor Cabang Syariah di Surakarta, yang berkantor di Jalan 
Slamet Riyadi Nomor : 20 Surakarta, merupakan langkah awal dalam 
memberikan pelayanan kepada nasabah Syariah di wilayah Surakarta, 
dengan visi dan misi sebagai berikut. 
1) Visi :  
Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan 
masyarakat. 
2) Misi  : 
a) Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba 
Bank Jateng. 
b) Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan 
layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi 
nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor 
riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional. 
c) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun 
sinergi dalam pengembangan bisnis. 
d) Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan 
mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri 
dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya..87 
3) Strategi dan Kebijakan Unit Usaha Syariah Bank Jateng. 
                                                 
            86 Burhanuddin, op.cit., hlm. 160. 
            87 Profil Perusahaan, op.cit., hlm. 36 dan hasil wawancara dengan Anggoro Kartiko pada 
tanggal 25 Nopember 2009. 
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a) Memaksimalkan penggunaan dana dari modal Bank Jateng untuk 
operasional Usaha Syariah sesuai dengan rencana bisnis Unit 
Usaha Syariah. 
b) Melakukan pembenahan dan mempersiapkan sumber daya insani 
yang handal guna mendukung operasional Bank Jateng Syariah 
dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mengikutkan SDI ke 
seminar-seminar guna menambah ketrampilan di bidang perbankan 
syariah. 
c) Memperkuat dan memperluas jaringan pelayanan Bank Jateng 
Syariah dengan membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang 
Pembantu, Kantor Kas maupun Office Chanelling (OC) sehingga 
layanan syariah Bank jateng dapat dinikmati oleh masyarakat luas. 
d) Sejalan dengan Bank Jateng Konvensional yaitu memperluas 
sistem tehnologi Informasi Bank Jateng Syariah sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat / nasabah. 
e) Membangun basis-basis nasabah yang prospektif serta membina 
nasabah-nasabah tersebut sehingga menjadi nasabah yang loyal 
terhadap Bank Jateng Syariah. 
f) Menyusun kebijakan-kebijakan atau pedoman sebagai dasar 
pelaksanaan operasional Unit Usaha Syariah Bank Jateng yang 
disesuaikan dengan tuntutan regulator.88 
c. Struktur Organisasi Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta ialah  
                                                 




Keterangan  :  
a. Pada saat ini pimpinan cabang dipegang oleh Drs. Teguh Wahyu   
Pramono, MM. 
b. Sedangkan wakil pimpinan cabang masih kosong.89    
 
Keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan 
bagian dari struktur kepengurusan bank umum syariah. Untuk membuat 
keputusan terbaik menurut prinsip syariah, RUPS dilakukan atas dasar 




d. Posisi Bank Jateng Syariah dalam Perbankan di Indonesia 
Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut 
sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem 
mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting 
dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, 
                                                 
89 Hasil pengamatan dan wawancara dengan Anggoro Kartiko, tanggal 30 Maret 2010. 
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yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya 
sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk 
diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini 
berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi, Namun, di 
dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem 
perekonomian yanng bersifat sekuler. 
Khusus di bidang perbankan, sejarah telah mencatat sejak 
berdirinya De Javache Bank pada tahun 1872, telah menanamkan nilai-
nilai sistem perbankan yag sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan 
sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali 
umat Islam. Rasanya sulit untuk menghilangkan tradisi yang mungkin 
dapat dijadikan sebagai  suatu alternatif solusinya. 
Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan menjelang abad XX 
terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem 
keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada 
reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen 
utamanya : bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai 
kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang 
mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. 
Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan 
pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 
Tahun 1992 yang direvisi melalui Undanng-Undang Nomor 10 tahun 
1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank 
Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang 
beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah 
berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.90Diantara 
peranan  Bank Islam, adalah : 
1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih 
meningkatkan kepercayaan masyarakat ; 
                                                 
                  90 Muhammad, op.cit., hlm. 15 
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2) Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat 
memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah ; 
3) Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran 
ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat 
Islam. 
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan 
Bank maupun Non Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, 
umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan 
ekonomi menengah ke bawah. Ketidak mampuan tersebut terutama dalam 
sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha 
dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan 
lembaga  keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada 
segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70 % sampai 
dengan 90 % kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal, 
termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan 
suku bunga yang tinggi. Untuk  menanggulangi kejadian-kejadian seperti 
ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi  jalan tengah. Wujud 
nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasikan lembaga 
keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu : Bank Umum Syariah, BPR Syariah 
dan Baitul mal wa tamwil. Bank Jateng Syariah berada di dalamnya.91 
Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan 
terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-
pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini 
bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank 
Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi 
menjadi hubungan kemitraan. 
Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud 
dalam aspek-aspek berikut : 
                                                 
                  91 Hasil wawancara dengan pimpinan Bank Jateng Syariah di Surakarta pada hari Kamis, 
tanggal 11 Maret 2010. 
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1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat 
menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi 
kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh 
keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya 
untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius dan ekonomis). 
2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. 
Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi 
kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang 
transparan. 
3) Memberikan  return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah 
tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang 
diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu 
memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank 
konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan 
bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena 
itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi 
kepada bank syariah. 
4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank 
syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana 
masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan. 
5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan 
hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan 
dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan 
melalui pembiayaan qardul hasan, sehingga dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi. 
6) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk Al 
Mudharabah al Muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk 
melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh Investor, maka 
bank syariah sebagai  finansial arraner, bank memperoleh komisi atau 
bagi hasil, bukan karena spread bunga. 
7) Uswah hasanah implementasi moral dan penyelenggaraan usaha bank. 
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8) Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi dan 
nepotisme. 
Bank Syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip 
syariah wajib memposisikan diri sebagai uswatun hasanah dalam 
implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika   
dan moral agama dalam aktifitas  ekonomi. 
e. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah 
Dari hasil musyawarah (ijma’ internasioal) para ahli ekonomi 
Muslim beserta para ahli fiqih dari akademi fiqih di Mekah pada tahun 
1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi 
berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam ternyata dapat 
diterapkan dalam operasional lembaga keuangaan bank maupun lembaga 
keuangan bukan bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan 
munculnya lembaga keuangan Islam di persada nusantara ini. 
Sepuluh tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang kemudian direvisi dengan 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga 
keuangan non bank secara kwantitatif tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan 
yang pesat secara kwantitatif tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas 
ternyata  telah menimbulkan dampak negativ yang tidak kecil. Disana sini 
ada saja keluhan tentang pelayanan yang tidak memuaskan dari lembaga 
keuangan syariah, bahkan sudah mulai banyak bank Perkreditan Rakyat 
Syariah yang menghadapi kesulitan.92 
Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya 
kebersamaan dalam  menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha 
antara pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, 
lembaga selaku pengelola dana (mudharib) dan masyarakat yang 
membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola 
usaha. 
                                                 
92 Muhammad, op.cit., hlm. 85. 
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Pada sisi pengerahan dana masyarakat, shahibul mal berhak atas 
bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah 
disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima shahibul mal akan naik turun 
secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam 
mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang 
perlu di geserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya. 
Bank Syariah selaku mudharib harus dapat mengelola dana yang 
dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan 
yang maksimal. Dalam mengelola dana ini, bank syariah sebenarnya ada 
empat jenis pendapatan, yaitu : pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, 
imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta, dan biaya 
administrasi. Pada pendapatan bagi hasil besar kecilnya pendapatan 
tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. 
Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada mudharib akan 
memotivasi mudharib untuk lebih giat berusaha, demikian pula 
sebaliknya. Lain halnya pada pendapatan mark up, pilihan terletak pada 
apakah ingin sekaligus untung besar per transaksi tetapi menjadi mahal 
dan tidak laku atau keuntungan per transaksi kecil tetapi dengan volume 
yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan Bank Islam  dapat 
dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan kecil per transaksi 
untuk memperbanyak jumlah transaksi yang di biayai.93 
Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar 
pembiayaan Bank Syariah disalurkan dalam bentuk barang / jasa yang 
dibelikan Bank Syariah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan 
hanya diberikan apabila barang / jasanya telah ada terlebih dahulu. 
Dengan metode ada barang terlebih dahulu, baru ada uang maka 
masyarakat dipacu untuk memproduksi barang / jasa atau mengadakan 
barang / jasa. Selanjutnya barang / jasa yang dibeli / diadakan menjadi 
jaminan (collateral) hutang. 
                                                 
93 Ibid., hlm. 86. 
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Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam 
tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep 
dasar akad. Dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad 
perjanjian. 
2. Dari segi tujuan dan obyek akad/perjanjian. 
3. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu 
perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian 
sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya. 
4. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan 
diantara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban diantaranya, 
serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya 
wanprestasi dari salah satu pihak. 
5. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa harus 
dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan 
klausul ”bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para 
pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan berdasarkan hukum 
Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya 
meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini”94  
Bersumber dari kelima  konsep dasar inilah dapat ditemukan 
produk-produk lembaga keuangan bank Syariah dan lembaga  keuangan 
bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut 
adalah : 1). sistem simpanan, 2). bagi hasil, 3) margin keuntungan, 4) 
sewa, 5) jasa (fee). 
a. Prinsip Simpanan Murni (al Wadi’ah) 
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank 
Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan 
dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadi’ah. Fasilitas 
                                                 
94 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Gajah Mada University 
Press, cet. Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 38. 
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al-Wadi’ah bisa diberikan untuk  tujuan investasi guna mendapatkan 
keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Dalam dunia perbankan 
konvensional al-Wadi’ah identik dengan giro. 
b. Bagi Hasil (syirkah) 
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil 
usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil 
usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun 
antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang 
berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih 
jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk 
produk pendanaan  maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih 
banyak untuk pembiayaan atau penyertaan. 
c. Prinsip Jual Beli (at-Tijarah) 
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual 
beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang 
dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan 
pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang 
tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah 
keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa : Murabahah, salam, 
dan istishna'. 
d. Prinsip Sewa (al-Ijarah) 
Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis :  
a) Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat  
produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank 
dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah 
kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah 
disepakati kepada nasabah. 
b) Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik,  merupakan 
penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak 
untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease). 
e. Prinsip Jasa/Fee (al-Ajr wal umullah) 
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Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan 
bank. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr al 
umullah.95 
f. Produk Operasional Bank Syariah di Indonesia 
 
Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan 
uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam 
rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut 
kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal 
usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dan 
dilakukan untuk menghindari bentuk pembayaran bunga.96 
Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah 
dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : Produk penghimpunan dana, 
produk penyaluran dana, dan produk jasa.97  
a. Produk Penghimpunan Dana 
i. Prinsip Wadi’ah : 
Prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana 
nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank 
bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan 
berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 
(1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak 
milik atau ditanggung bank, sedanag pemilik dana tidak 
dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank 
dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai 
insentif. 
(2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya 
mencakup ijin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan 
                                                 
95 Ibid., hlm. 87. 
96 Holly E Robbins : Soul Searching and Frofit Seeking Reconceling the Competeng Goals of 
Islamic Finance, Texas Law Review, 2010, hlm. 3. 
97 Ibid., hlm. 88. 
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lain yang disepakati selama tidak bertentanngan dengan prinsip 
syariah. 
(3) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat 
mengenakanpengganti biaya administrasi untuk sekedar 
menutupi biaya yang benar-benar terjadi 
(4) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan 
tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah. 
Prinsip wadi’ah dalam produk bank syariah dapat 
dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu : 1. wadi’ah yad 
amanah dan 2. wadi’ah yad dhommanah. 
ii. Prinsip Mudharabah 
Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan 
bertindak sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dana 
ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli 
maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung 
jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam prinsip mudharabah ini 
setidak-tidaknya ada empat hal yang merupakan rukun 
mudharabah. Yaitu ; Ada pemilik dana, ada usaha yang akan 
dibagi hasilkan, ada niisbah dan ada ijab kabul. Aplikasi prinsip 
mudaharabah ini berupa tabungan berjangka dan deposito 
berjangka.  
b. Produk Penyaluran Dana 
Produk penyaluran dana dibank Syariah dapat dikembangkan dengan 
tiga model, yaitu : jual beli, sewa, dan bagi hasil. 
i. Prinsip Jual Beli (tijarah) 
Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk 
pembiayaan sebagai berikut. 
(1) Pembiayaan Murabahah (dari kata ribhu = keuntungan). 
Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang 
diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. 
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(2) Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, 
barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan 
nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian 
tentang kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. 
Dalam jual beli salam ini terdapat beberapa ketentuan yang 
harus dipenuhi, yaitu :  
a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya 
secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan 
jumlahnya. 
b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak 
sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab. 
c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli 
atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank 
dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga 
(pembeli kedua). 
3) Istishna’, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya 
dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. 
Istishna’ diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan 
kontruksi, degan ketentuan sebagai berikut. 
a) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, 
macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. 
b) Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad dan 
tidak boleh berubah selama berlakunya akad. 
c) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi 
perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka 
seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. 
ii. Prinsip Sewa (Ijarah) 
Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi 
pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun 
perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli 
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obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek 
transaksinya jasa. 
Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang 
disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan 
syariah dikenal ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti 
dengan dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga 
jual disepakati pada awal perjanjian. 
iii. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 
Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah 
dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut : 
1) Musyarakah.  
Musyarakah adalah kerja sama dalam suatu usaha oleh dua 
pihak. Dengan ketentuan umum dalam akad musyarakah 
adalah sebagai berikut : 
(a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek 
musyarakah dan dikelola bersama-sama. 
(b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan 
kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. 
(c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek 
musyarakah tidak boleh melakukan tindakan,  seperti : 
(1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi 
(2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain 
tanpa izin pemilik modal lainnya. 
(3) Memberi pinjaman kepada pihak lain. 
(4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan 
atau digantikan oleh pihak lain. 
(5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama 
apabila : 
a. Menarik diri dari perserikatan. 
b. Meninggal dunia, dan 
c. Menjadi tidak cakap hukum. 
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(d) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka 
waktu proyek harus diketahui bersama. 




Mudharabah adalah kerja sama dengan mana shahibul mal 
memberikan dana 100 % kepada mudharib yang memiliki 
keahlian. Dengan ketentuan umum yang berlaku dalam akad 
mudharabah adalah : 
(a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku 
pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa 
uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan 
uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus 
jelas tahapannya dan disepakati bersama. 
(b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah 
dapat diperhitungkan dengan dua cara : 
i) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam 
akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. 
Bank selaku pemilik  modal menanggung seluruh 
kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan 
pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan 
penyalah gunaan dana. 
ii) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap 
pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan 
pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah ingkar janji 
dengan sengaja misalnya tidak mau membayar 
kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat 
dikenakan sanksi administratif. 
Ada beberapa akad yang merupakan akad 
pelengkap. Akad ini dikembangkan sebagai akad  
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pelayanan jasa yang dioperasionalkan dengan pola sebagi 
berikut: 
i) Alih Utang-Piutang (al Hiwalah), transaksi pengalihan 
utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas 
hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier 
mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 
produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa 
pemindahan piutang. 
ii) Gadai (rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran 
kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. 
Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria : a. 
Milik nasabah sendiri ; b. Jelas ukuran, sifat dan 
nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar ; c. 
Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
bank. 
iii) Al-Qardh, pinjaman kebaikan. Al Qardh digunakan 
untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan 
berjangka pendek. Produk ini digunakan utuk 
membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini 
diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah. 
iv) Wakalah, Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk 
mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, 
seperti transfer dan sebagainya. 
v) Kafalah, bank garansi digunakan untuk  menjamin 
pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat 
mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan 
sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank 
dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip 
wadi’ah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang 
diberikan. 
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Disamping itu ada juga pengembangan produk jasa 
dalam bentuk safe deposit box. Produk ini dikembangkan 
dari akad ijarah. 
 
 
g. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (prudential banking) 
Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) terdapat pasal-
pasal yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank 
syariah, yakni Pasal 2, 35 – 37, dan 54.  Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa 
perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip 
syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan 
Pasal 2 dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pedoman 
pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang 
sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
      Pada Pasal 35 UUPS disebutkan bahwa : 
1) Bank Syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatan 
usahanya   wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. 
2) Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan kepada 
Bank  Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan 
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun 
berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum serta 
laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan 
peraturan Bank Indonesia. 
3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. 
4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi bank pembiayaan rakyat 
syariah. 
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5) Bank syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan Laba rugi 
kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank 
Indonesia. 
Dalam Pasal 36 dinyatakakn bahwa dalam menyalurkan pembiayaan 
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit usaha 
syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak  merugikan bank syariah 
dan atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang 
mempercayakan dananya. 
Selanjutnya, dalam Pasal 37 dikemukakan sebagai berikut : 
1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
penyaluran dana  berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, 
penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah atau hal 
lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank syariah dan unit 
usaha syariah kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok 
nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan 
dalam kelompok yang sama dengan bank syariah dan unit usaha 
syariah yang bersangkutan. 
2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
melebihi 30 % dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan,  
penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang 
dapat dilakukan oleh bank syariah kepada :  
a) pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal 
disetor   bank syariah.. 
b) anggota dewan komisaris ; 
c) anggota direksi ; 
d) keluarga dari pihak sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
dan huruf c ; 
e) pejabat  bank  lainnya ; dan 
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f) perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf  e. 
4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh 
melebihi 20 % dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. 
Demikian pula dalam penjelasan Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa 
keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan 
kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia,  
kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan  
menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta 
pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian 
dan asas perbankan yang sehat. Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (!) 
ditegaskan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-
hatian, bank memiliki dan menerapkan antara  lain sistem pengawasan 
intern. 
Apabila yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UUPS 
sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam 
penjelasannya. UUPS hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya 
saja sebagaiana dijelaskan dalam Pasal 35 – 37. Dalam pengertian, bank 
syariah dan unit usaha syariah wajib memelihara tingkat kesehatan, yang 
meliputi sekurng-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang 
menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap 
prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang 
berhubungan dengan usaha bank syariah dan unit usaha syariah.98 
                                                 
          98 Pasal 51 ayat (1) UUPS. 
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Dalam pada itu, dalam rangka mendukung atau menjamin 
terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank 
yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan 
menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk self regulation.99 
Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan 
setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan 
adanya kemungkinan resiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan 
manajemen tentang struktur aset dan leabilitasnya. Bank Indonesia 
menyebutkan, resiko yang dihadapi bank itu mencakup resiko kredit, 
resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko 
reputasi, resiko strategis dan resiko kepatuhan.100 
1. Resiko Kredit  
Resiko kredit adalah resiko yang timbul sebagai akibat 
kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Dalam mengelola 
unit bisnis selalu dihadapkan dengan risk-riturn (resiko dan 
pendapatan). Adanya beberapa jenis resiko yang berhubungan dengan 
bisnis perbankan, diantaranya adalah resiko kredit, resiko likuiditas, 
dan resiko tingkat bunga. Disamping itu ada lagi resiko nilai tukar 
valuta asing, dan resiko operasional. Dari berbagai resiko tersebut 
dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu Resiko yang 
sistematis, yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau 
situasi tertentu yang bersifat makro, seperti misalnya perubahan situasi 
politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi 
pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada 
kondisi ekonomi secara umum; dan Resiko yang tidak sistematis, yaitu 
resiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisis 
tertentu saja. Perbankan syariah juga berpotensi menghadapi resiko-
                                                 
          99 Adrian Sutadi, op.cit., hlm 140. 
          100 Zainul Arifin, Op. Cit., hlm. 61. 
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resiko tersebut, kecuali resiko tingkat bunga, karena perbankan Islam 
tidak akan berurusan dengan bunga.101 
Resiko kredit timbul dari ketidak stabilan pada arus kas bersih 
(net cash flow) bank sebagai akibat dari menurunnya kemampuan 
pihak ketiga dalam mengembalikan dana pinjaman. Hal ini tidak saja 
meningkatkan krisis likuiditas, tetapi juga akan berakibat buruk pada 
kualitas aset bank. Perkembangan tehnik manajemen resiko baru-baru 
ini, memungkinkan bank untuk mengidentifikasi kemungkinan 
kerugian yang akan diderita, sehingga pihak regulator dan otoritas 
pengawasan dapat mewajibkan bank agar membentuk pencadangan 
atas kerugian pinjaman (loan-loss reserve) yang cukup untuk 
memastikan keamanan bank. 
Secara umum, nasabah, sistem hukum, kualitas jaminan, jatuh 
tempo kredit, skala bank, pemanfaatan kredit derivatif, dan sistem 
pengawasan internal sangat menentukan tingkat resiko kredit bank.. 
Oleh karena itu, otoritas pengawasan harus mengetahui dengan baik 
faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit pada bank syariah 
sebagai berikut. 
a. Pihak ketiga dari bank konvensional terdiri atas penerbit surat 
berharga, instrumen derivatif, dan pengguna pinjaman komersial. 
Meskipun bank syariah tidak bertransaksi dengan instrumen ini, 
tetapi ia masih menghadapi resiko yang timbul baik dari PLS 
maupun dari jual beli, terlebih lagi, bisnis yang dijalankan dan 
sistem pencatatan akuntansi dari nasabahnya tidaklah sekompleks 
bank-bank yang ada di negara-negara maju. 
b. Adanya larangan terhadap bunga menjadikan bank syariah tidak 
diperbolehkan untuk menjadual ulang (reschedule) utang dengan 
kesepakatan mark-up yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan 
nasabah yang tidak kooperatif manjadi benar-benar gagal, 
                                                 
          101 Muhammad, Op.Cit.,hlm. 358. 
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sehingga menimbulkan resiko kredit tambahan bagi bank. 
Seharusnya penyebab kegagalan ini sudah harus diantisipasi 
sedemikian rupa. Selain itu karakter dari pembiayaan syariah yang 
berbasis pada aset mempunyai mekanisme pengamanan yang 
terdapat pada nilai jaminan yang dapat digunakan untuk 
mengontrol eksposur resikonya. Dalam hal ini, pembiayaan 
syariah sama dengan hipotik berbasis jaminan (collateral based 
mortage), yang beresiko lebih rendah jika dibandingkan dengan 
pinjaman komersial dengan perbandingan 50 % berbanding 100 %. 
c. Salah satu penentu kegagalan adalah jatuh tempo fasilitas kredit. 
Aset dengan jatuh tempo  yang panjang memiliki resiko yang lebih 
tinggi dibandingkan aset yang jatuh temponya pendek. Bank 
syariah saat ini lebih mengutamakan pembiayaan jangka pendek, 
baik untuk pengadaan barang maupun jasa, dan oleh karenanya 
resiko yang dihadapi pun lebih rendah. 
d. Ukuran  dari trading book suatu bank tergantung pada volume 
perdagangan obligasi korporasi yang berbasis bunga dan surat-
surat berharga, baik yang diterbitkan oleh pemeriintah maupun 
yang diterbitkan oleh publik. Kecuali untuk Bank Islam Malaysia, 
bank syariah ini tidak mempunyai eksposur kredit dalam trading 
book, karena tidak ada surat berharga syariah yang diterbitkan. 
e. Bank syariah tidak boleh mengakses kredit derivatif yang dianggap 
sebagai instrumen yang cukup efektif untuk melindungi resiko 
kredit. Larangan ini menguatkan pentingnya pengawasan internal 
pada bank syariah. 
Sebagai tambahan untuk hal-hal umum dalam menilai resiko 
kredit pada bank syariah, ada sejumlah resiko pihak ketiga terkait 
dengan model pembiayaan syariah yang perlu mendapatkan perhatian 
dari pihak pengawas bank  
a. Menurut para ahli fiqih, termasuk Komisi Fiqih OKI (Organisasi 
Konferensi Islam) bahwa akad murabahah hanya mengikat pihak 
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penjual dan tidak mengikat pihak pembeli. Akan tetapi, beberapa 
fuqaha yang lain berpendapat sebaliknya, dan hampir semua bank 
syariah mengikuti pendapat yang kedua ini. Bagaimanapun, 
Komisi Fiqih OKI memutuskan bahwa pihak yang gagal harus 
bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian yang diderita 
pihak lain. 
b. Terdapat banyak resiko pihak ketiga dalam akad salam. 
Diantaranya adalah penyerahan barang yang tidak tepat waktu, 
barang yang diserahkan tidak sesuai dengan pesanan, baik dalam 
kualitas maupun kuantitas. Selain itu, resiko pihak ketiga dalam 
akad salam tidak hanya bergantung pada faktor yang dikendalikan 
supplier, tetapi juga faktor yang berada diluar kendalinya, seperti 
bencana alam, cuaca buruk, dan alasan lain yang menyebabkan 
gagal panen. Oleh karena itu, resiko kredit yang ada pada akad 
salam juga signifikan. 
c. Ketika masuk pada akad istisna’, bank syariah mengakui aturan 
yang ada pada pengembang, kontraktor, produsen barang dan 
suplier. Selama bank  tidak menguasai bidang ini, ia harus 
mempercayakan pada sub kontraktor. Hal ini menyebabkan 
timbulnya resiko pihak ketiga dari dua arah. Salah satunya adalah 
resiko kegagalan dari nasabah bank. Ini sama dengan yang terjadi 
pada murabahah dan juga resiko kredit yang dihadapi bank 
konvensional, Selain itu, juga ada resiko kegagalan dari 
subkontraktor untuk memenuhi kewajibannya secara efisien dan 
tepat waktu. 
d. Beberapa ulama tidak membolehkan bank syariah untuk 
melakukan akad ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. 
Meskipun  demikian, ijarah yang banyak dipraktikkan pada bank 
syariah hampir sama dengan pembiayaan leasing yang dibolehkan 
oleh beberapa ahli. Adanya perbedaann ini menjadi sumber resiko 
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yang serius dalam  akad ijarah, karena tidak adanya standar 
legitimasi yang jelas.102 
Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya 
bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut 
untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit 
kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko 
usaha yang dibiayainya. 
Resiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas 
wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, 
berdasarkan kapabilitasnya (autorize limit) dan batas jumlah (pagu) 
kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu 
(credit line limit),serta dengan melakukan deverifikasi.103  
2. Resiko Pasar 
Resiko Pasar terdiri atas resiko suku bunga, resiko nilai tukar 
valuta asing dan komoditas, dan juga resiko harga ekuitas. 
Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga menghadapi 
resiko-resiko sebagai berikut: 
a. Resiko suku bunga adalah salah satu jenis resiko pasar yang sangat 
penting bagi lembaga keuangan konvensional. Selama bank 
syariah tidak bertransaksi dengan instrumen suku bunga, maka 
dapat dikatakan bahwa bank syariah tidak mempunyai resiko ini. 
Namun, pada kenyataannya bank syariah secara tidak langsung 
juga menghadapi resiko ini melalui mark-up harga pada jual beli 
kredit dan transaksi leasing. Karakter rekening investasi (deposito) 
pada sisi liabilitas bank syariah menjadikan resiko  ini semakin 
bertambah dimensinya. Tingkat profit yang dibayarkan kepada 
deposan mudharabah oleh bank syariah akan terpengaruh oleh 
perubahan tingkat mark-up. Profit yang diperoleh dari aset tidak 
bisa dinaikkan karena harganya bersifat tetap –berbasis pada mark-
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up pada pokok tertentu-. Dengan kata lain, setiap kenaikan pada 
pendapatan baru harus dibagi dengan deposan, tetapi tidak bisa 
disesuaikan kembali re-adjusted pada sisi aset dengan mengubah 
harga (repricing) piutang dengan nilai yang lebih tinggi. Implikasi 
yang tidak bisa dihindarkan adalah, bahwa pendapatan murabahah 
bersih  bagi bank syariah  sangat dipengaruhi harga mark-up. 
b. Bank konvensional mengelola resiko tingkat suku bunga, nilai 
tukar, dan resiko harga komoditas dengan menggunakan kontrak 
fitures, forwards, options, dan swaps. Akan tetapi belum ada 
kesepakatan diantara para ulama mengenai dibolehkannya 
instrumen-instrumen ini. Dalam hal ini, tidak menutup 
kemungkinan untuk mendesain instrumen yang sesuai dengan 
syariah untuk mengganti instrumen manajemen resiko 
konvensional.104 
3. Resiko Likuiditas 
Resiko likuiditas timbul ketika terjadi penurunan yang tidak 
diharapkan pada arus kas bersih (net cash flow) dan bank tidak mampu 
meningkatkan sumber-sumber dananya dengan biaya yang rasional, 
baik dengan cara menjual aset atau dengan meminjam dana melalui 
penerbitan instrumen keuangan yang baru. Hal ini bisa menyebabkan 
bank tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya dan atau 
membiayai bisnis yang profitable. Oleh karena itu peran manajemen  
likuiditas adalah sangat penting bagi bank untuk menghindari masalah 
likuiditas yang lebih serius. 
Pengukuran resiko likuiditas adalah kompleks. Faktor kuncinya 
adalah bahwa bank tidak dapat leluasa memaksimumkan pendapatan 
karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank 
harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak 
likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan, dan terlalu sedikit 
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akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat 
diketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatnya biaya dan 
akhirnya menurunkan profitabilitas. Lebih-lebih bagi bank syariah 
yang dilarang melakukan peminjaman dana yang berbasis bunga, tentu 
akan lebih sulit untuk memperoleh dana.105 
Resiko likuiditas yang dihadapi bank syariah saat ini lebih 
rendah, hal ini karena bank syariah menghadapi kelebihan likuiditas 
sebagai akibat dari tidak tersedianya instrumen yang sesuai dengan 
syariah. Namun banyak hal yang dapat meningkatkan resiko likuiditas 
di masa mendatang. Meski sejauh ini tidak ada bank syariah yang 
mengalami masalah likuiditas. 
4. Resiko Operasional 
Resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan 
karena ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, 
kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal 
yang mempengaruhi opersioanal bank. 
Resiko operasional yang timbul dari lemahnya pengawasan 
internal dan tata kelola perusahaan (corporate governance) juga dapat 
menyebabkan jatuhnya pendapatan atau arus kas bersih bank 
dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau yang ditargetkan, 
sehingga menimbulkan masalah manajemen. Bank syariah juga 
menghadapi resiko yang berkaitan dengan persoalan fiqih sebagai 
akibat dari tidak adanya standar produk bank syariah. Selain itu sistem 
legitimasi syariah yang efisien dan cepat dari bank juga tidak ada, dan 
otoritas pengawasan pun kurang memahami masalah fiqih. Dewan  
Pengawas Syariah juga kurang menguasai konsep manajemen resiko 
modern. Hal ini mengakibatkan bank syariah tidak menerapkan 
konsep manajemen resiko dan sistem-sistem lainnya yang sedianya 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Resiko operasional 
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juga timbul dari tehnologi, reputasi dan kepatuhan terhadap peraturan 
standar perundang-undangan, dan lain-lain. Eksposur sebagian besar 
bank syariah dalam resiko-resiko ini adalah relatif tinggi, tetapi sejauh 
ini bank syariah mampu mengelolanya dengan baik. 
  
2. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank 
Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta 
Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, 
kegiatan Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank  
Indonesia. Pengertian yang dimaksud dengan  pembinaan adalah upaya-
upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang 
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan , kegiatan 
usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan 
operasional bank. Sedangkan  pengertian pengawasan Bank Indonesia 
diwujudkan melalui (1) Pengawasan tidak  langsung terutama dalam 
bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan 
bank, dan (2) pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang 
disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. 
Dewan pengawas syariah terdiri atas tiga orang atau lebih dengan 
profesi yang ahli hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua dewan 
pengawas syariah, berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam 
produk-produk bank syariah. Kemudian, bersama dewan komisaris 
mengawasi pelaksanannya. Fatwa agama hasil keputusan musyawarah 
dewan pengawas syariah disampaikan secara tertulis kepada direksi 
dengan tindakan dewan komisaris 
Ide baru terutama tentang produk-produk bank syariah, baik yang 
timbul dari dewan syariah sendiri, dari komisaris, dari direksi maupun dari 
umat Islam pada umumnya, harus melalui musyawarah dewan pengawas 
syariah untuk dijadikan fatwa agama yang juga disampaikan kepada 
direksi secara tertulis dengan tindasan kepada dewan komisaris. 
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Kebijakan direksi terutama merupakan produk-produk bank syariah 
apabila pelaksanaannya kurang ataupun tidak sesuai dengan fatwa Agama 
dari dewan pengawas syariah, maka komisaris mengadakan musyawarah 
bersama antara direksi, dewan pengawas syariah dan komisaris. 
Keputusan atau hasil  musyawarah tersebut dijadikan fatwa agama baru, 
yang disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tindasan kepada 
dewan komisaris.  
a. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap 
Bank Jateng  Syariah Cabang Surakarta 
1) Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan 
merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama 
yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi 
perbankan  memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam 
penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah 
dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan 
mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah 
koordinasi Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia 
(DSN – MUI). 
Sejalan perkembangan lembaga keuangan syariah, maka di 
Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang 
menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi 
syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan Al Qur’an dan 
Sunnah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan 
dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk satu dewan 
syariah yang berskala nasional. Lembaga itu dikenal dengan nama 
Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 
Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan MUI No. Kep-
754/MUI/II/1999. 
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Lembaga dewan syariah nasional bertugas mengawasi dan 
mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk 
mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan 
perekonomian. Karena itu, keberadaan DSN diharapkan dapat 
berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah 
guna memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu, DSN juga 
memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang 
menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang 
bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka 
DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang 
memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum, seperti ke 
Bank Indonesia (BI) jika berkaitan dengan perbankan atau 
Bapepam-LK jika berkaitan dengan pasar modal, atau ke 
Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan 
tersebut tidak  mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya 
yang tidak sesuai dengan syariah. 
Sesuai dan berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor : Kep-
754/MUI/II/1999 pada angka 3 disebutkan tentang Kedudukan, 
Status dan Kewenangan DSN, yaitu : 
a. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majlis 
Ulama Indonesia (MUI). 
b. DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, 
Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau 
ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. 
c. Keanggotaan DSN terdiri atas para ulama, praktisi, dan para 
pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. 
d. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk 
masa bakti 4 tahun. 
Selanjutnya tugas dan kewenangan DSN diatur pada angka 4 : 
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a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 
khususnya. 
b. mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 
c. mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 
d. mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.106 
Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis 
bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena 
dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu 
pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al Qur’an dan 
Hadits yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi 
mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada 
umumnya.107 
Fatwa Dewan Syariah Nasional  Majlis Ulama Indonesia 
yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan 
perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbagan Badan Pelaksana 
Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi 
perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, 
maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan 
dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena 
itu agar fatwa memiliki kekuatan  mengikat, sebelumnya perlu 
diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan untuk mengawal agar fatwa yang 
telah dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut dapat secara efektif 
berjalan dan dipatuhi oleh lembaga-lembaga ekonomi dan 
                                                 
             106 Yeni Salma Barlinti, Yetti Komalasari Dewi, Sharia Law as a System of Governance in 
Indonesia, The Development of Islamic Financial Law, Wisconsin International Law Journal, Winter 
2008, Hlm. 9.   
107Hampir sama dengan yang ada di Malaysia. Dewan Pengawas Syariah, di Malaysia dengan 
sebutan Majlis Pengawas Syariah (Syariah Supervisory Council disingkat SSC), sedangkan Dewan 
Syariah Nasional di Malaysia dengan sebutan Majlis Penasehat Syariah (Shariah Advisory Council 
disingkat SAC).lihat, Assesment of the Supervision and Regulation of the Financial Sector, Review of 
Finacial Sector Regulation and Supervision, International Monetary Fund No 04/391, 2004, hlm. 79   
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perbankan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah 
yang ditempatkan di setiap lembaga keuangan syariah, dengan 
tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek 
syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara tehnis 
pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank 
Indonesia (BI). 
 
Skema Hubungan BI – DSN-MUI dan DPS 
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2) Kewenangan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen 
yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada 
perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus 
terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga 
memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal 
ini Bank Jateng Syariah telah mengangkat tiga orang anggota DPS, 
yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan 
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a. Ahmad Rofiq, seorang pakar dan salah seorang fungsionaris di 
MUI Jawa  Tengah. selain sebagai dosen yang mengajar di 
IAIN (Institut Agama Islam Negeri) ”Wali Songo” Semarang 
dan di beberapa perguruan tinggi di Semarang, saat ini 
menjabat sebagai Rektor Universitas Wahid Hasyim 
(UNWAHAS) Semarang. 
b. Abdul Jamil, selain menjabat sebagai Rektor IAIN (Institut 
Agama Islam Negeri) ”Wali Songo” Semarang, sebagai dosen 
yang mengajar di beberapa perguruan tinggi di Semarang, juga 
sebagai fungsionaris di kepengurusan Wilayah Nahdlatul 
Ulama Jawa Tengah. 
c. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta. 
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti 
fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan 
fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan 
ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah 
mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari 
ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 
Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip 
syariah di lembaga perbankan syariah. DSN-MUI memberikan 
tugas kepada DPS untuk : 
a. melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga 
keuangan syariah, 
b. mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan 
syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan 
kepada DSN. 
c. melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga 
keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, sekurang-
kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan  
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d. merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan 
dengan DSN. 
Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus 
memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih 
muamalah dan  ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan 
karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika 
pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, sudah 
dapat dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya 
penyimpangan dan praktik syariah menjadi hal yang mungkin dan 
sering terjadi.108 
Berdasarkan Peraturan  Bank Indonesia Nomor : 6 Tahun 
2004 Pasal 27 menyebutkan mengenai tugas wewenang dan 
tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah : 
1. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional 
bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 
2. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan 
produk yang dikeluarkan bank. 
3. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan 
operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi 
bank 
4. mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk 
dimintakan fatwa kepada DSN. 
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-
kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, 
dan Bank Indonesia. 
Menurut Arifin, ada tiga fungsi yang harus dijalankan  oleh 
DPS :  
                                                 
             108 Adrian Sutedi,op.cit., hlm. 148.  
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1. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan 
Unit Usaha  Syariah dan pimpinan Kantor Cabang Syariah 
mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, 
2. sebagai mediator antara bank dan DSN dalam 
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan 
jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN, 
3. sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS 
wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank 
syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu 
kali dalam satu tahun. 
Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan 
kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk 
pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan 
anggota DPS kepada DSN.109 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa mekanisme 
pengawasan dewan pengawas syariah, setidaktidaknya setiap enam 
bulan sekali dewan pengawas syariah menganalisa operasional 
Bank Jateng Syariah dan menilai kegiatan maupun produk bank 
tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat 
memastikan bahwa kegiatan operasioanl Bank Jateng Syariah telah 
sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional 
kemudian menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada 
direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia. 
 
b. Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia  
Pada pokoknya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai 
tiga bidang tugas, yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan 
(3) mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas 
                                                 
        109 Zainul Arifin, op.cit., hlm. 147. 
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mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 Undang-
Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia 
menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan 
dan kegiatan usaha tertentu dari bank. 
Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, 
kegiatan Pembinaan dan  pengawasan bank dilakukan oleh Bank  
Indonesia. Pengertian yang dimaksud dengan  pembinaan adalah upaya-
upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang 
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan 
usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan 
operasional bank. Sedangkan  pengertian pengawasan Bank Indonesia 
diwujudkan melalui (1) Pengawasan tidak  langsung terutama dalam 
bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan 
bank, dan (2) pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang 
disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.110  
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk 
menjalankan kewajiban secara utuh guna melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap lembaga perbankan dengan menempuh upaya-upaya 
baik yang bersifat preventif maupun represif. Kemudian di pihak lain, 
lembaga bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern 
dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan 
dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 
Pembinaan dan pengawasan perbankan syariah merupakan 
bagian dari tugas Bank Indonesia sebagai konsekuensi dari kewenangan 
yang diamanatkan Undang-Undang. Berdasarkan peraturan perundang-
undangan, yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusaan Direksi Bank 
Indonesia No. 32/34/KEP/DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, pengawasan terhadap perbankan yang 
                                                 
110 Hasil wawancara dengan Mulyadi, salah satu Pengawas dari Bank Indonesia, tanggal 5 April 2010 
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menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi 
dua, yakni pengawasan umum dan pengawasan khusus. 
 
                 Struktur Pengawasan 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 
1988, disebutkan bahwa : 
1) pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank  Indonesia 
2) bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan  
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan 
dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai  
dengan prinsip kehati-hatian. 
3) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh 
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 
mempercayakan dananya kepada bank. 
                                                 













4) untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 
mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan 
dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 
5) ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Bank Indonesia 
menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan 
dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta 
mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Pasal 24). Disamping itu, bank Indonesia berwenang 
menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-
hatian (Pasal 25), dimana prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk 
memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha 
perbankan, guan mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Oleh karena 
itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang adil.112 
Berkaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, sesuai 
ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang 
Perbankan, Bank Indonesia dapat : 
a. memberikan dan mencabut izin usaha bank; 
b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank 
; 
c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; 
d. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan 
usaha tertentu. 
Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh  Bank Indonesia 
tersebut sesuai dengan Pasal 27 berupa pengawasan langsung dan 
pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dimaksudkan adalah 
bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. 
                                                 
112 Burhanuddin Susanto, Ibid., hlm. 336. 
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Sedangkan pengawasan tidak langsung dimaksudkan adalah bentuk 
pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.113 
Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Bank Indonesia berwenang 
mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan 
penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 
dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan 
anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.114 
Bank dan pihak terafiliasi tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa 
berupa keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat 
semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan 
kegiatan usahanya, dan data lain yang diperlukan.115 Dan tujuan 
pemeriksaan terhadap bank adalah untuk memperoleh kebenaran atas 
informasi kegiatan usaha Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia 
dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. 
Pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia meliputi antara lain 
buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen dan data elektronis, 
termasuk salinan-salinannya.116 
Dipihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem 
pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses 
pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian, mengingat bahwa bank terutama bekerja dengan 
dana dari masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan, 
setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara 
kepercayaan masyarakat padanya. 
Dalam hal pemeriksaan bank ini, Bank Indonesia dapat menugaskan 
kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan 
pemeriksaan. Pihak lain yang dapat melaksanakan pemeriksaan ini 
misalnya akuntan publik, dan dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama 
                                                 
113 Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. 
114 Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. 
115 Pasal 29 Undang-Undang No.23 Tahun 1999. 
116 Hasil wawancara dengan Mulyadi, tanggal 5 April 2010. 
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dengan Bank Indonesia. Pemeriksaan terhadap bank  yang  dilakukan  
oleh  Akuntan  Publik tersebut merupakan pemeriksaan setempat sebagai 
pengejawantahan dari pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku 
otoritas pembina dan pengawas bank. 
Selaku otoritas pembina dan pengawas bank, maka Bank Indonesia 
menjalankan upaya dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut 
aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, 
pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional 
bank. Pelaksanaan tugas pengaturan ditetapkan dalam bentuk produk 
Peraturan Bank Indonesia. Materi yang termuat dalam Peraturan Bank 
Indonesia tersebut pada dasarnya ketentuan-ketentuan perbankan yang 
mengarahkan terlaksananya prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk 
memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara jasa perbankan dalam 






3. Aktifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia 
terhadap Bank Jateng  Syariah Cabang Surakarta 
a. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah         
Aktifitas Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan 
pengawasan, wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang 
merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai 
kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah, 
dan tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan 
usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah 
yang telah difatwakan oleh dewan syariah nasional. 
                                                 
           117 Muhammad Jumhana, Ibid., hlm.105 
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Kegiatan bank syariah akan berjalan baik jika dalam tubuh bank 
tersebut terdapat orang-orang yang tunduk dan patuh pada pada prinsip-
prinsip  syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara 
konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan 
tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain 
yang terkait, secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka 
kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, 
manajemen, produksi, aktifitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Oleh 
karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan 
image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah 
dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan 
spiritualitas kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang 
dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan  hidup 
yang Islami. 
Makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan 
kepada fatwa dewan syariah nasional, karena fatwa tersebut merupakan 
perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan 
syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah 
nasional menjadi acuan kerja bagi dewan pengawas syariah yang 
mempunyai daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip 
dan aturan syariah di bank syariah, karena fatwa dewan syariah nasional 
merupakan hasil pemikiran (ijtihad) yang dalam dari para ulama yang 
diyakini bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. 
Fatwa dewan syariah nasional tersebut kemudian oleh Bank 
Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap bank syariah 
dijadikan sebagai hukum positif bagi perbankan syariah, artinya fatwa 
dewan syariah nasional menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur 
aspek syariah bagi perbankan syariah, dengan tujuannya untuk 
menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk 
keseluruhan produk bank. Oleh karena itu standar utama kepatuhan 
syariah bagi dewan pengawas syariah dalam tataran praktis adalah fatwa 
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dewan syariah nasional yang bersifat mengikat bagi dewan pengawas 
syariah di setiap bank syariah dan menjajdi dasar tindakan hukum bagi 
pihak-pihak terkait.  
Dewan pengawas syariah berkantor tiga kali dalam satu bulan di 
Kantor Pusat di Gedung Girinatha Jl. Pemuda  142 Semarang, namun 
tidak menutup kemungkinan antar anggota DPS selalu mengadakan 
kontak untuk membahas hal-hal yang terjadi sewaktu-waktu yang 
membutuhkan fatwa ,dengan mengfungsikan diri sebagai : 
a. penasehat  dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha 
Syari’ah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang 
terkait dengan aspek syariah, 
b.  mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan 
saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan 
kajian dan fatwa dari DSN, 
c. perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib melaporkan 
kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya 
kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. 
Pada jadual yang telah ditentukan, setidak-tidaknya setiap enam 
bulan DPS mengadakan analisis terhadap operasioanl Bank Jateng Syariah 
dan mengadakan penilaian terhadap kegiatan maupun produk dari bank 
tersebut yang pada akhirnya DPS dapat memastikan bahwa kegiatan 
operasional Bank Jateng Syariah telah sesuai dengan fatwa yang 
dikeluarkan oleh DSN, memberikan opini dari aspek syariah terhadap 
pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara 
keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru 
yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, yang 
akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-
kurangnya setiap bulan kepada direksi,  komisaris,  dewan syariah 
nasional dan Bank Indonesia.118 
                                                 
118 Hasil wawancara dengan Bambang Setiaji, salah satu anggota DPS, tanggal 5 April 
2010. 
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Sebuah ilustrasi yang pernah dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syariah terhadap akta notaris dalam akad jual beli dengan Bank Jateng 
Syariah Cabang Surakarta, didapatkan dalam akta Notaris tersebut 
klausula jika terjadi wanprestasi Nasabah dikenakan denda berupa 
pembayaran uang dalam jumlah tertentu, sedangkan dalam akad syariah 
tidak dikenal istilah denda, sehingga Dewan Pengawas Syariah harus 
meluruskan akta tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan 
dalam prinsip syariah dikenal dengan istilah ta’widl (pengganti). Artinya, 
nasabah diwajibkan mengganti biaya yang timbul akibat wan prestasi 
tersebut, bukan denda.119 
b. Aktifitas Bank Indonesia  
Berdasarkaan pada Pasal-Pasal 26, 27, 28 dan 29 Undang-Undang 
No. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas 
pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada di bawah 
pengawasannya, berhak mengadakan pemeriksaan dengan melihat semua 
pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan 
usahanya, dan pihak bank wajib memberikan keterangan, menyampaikan 
laporan dan data-data yang diminta oleh  Bank Indonesia. 
Pemeriksaan terhadap Bank Jateng Syariah oleh Bank Indonesia ada 
yang sifatnya memang rutin, namun kadang dilakukan  secara mendadak 
(inspeksi mendadak) karena ada dugaan-dugaan negatif terhadap 
operasional bank tersebut, sehingga Bank Indonesia sebagai pemegang 
otoritas pengawasan sekaligus pembinaan segera mengadakan langkah-
langkah pemeriksaan terhadap bank tersebut.dengan mengadakan 
penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Setelah mendapatkan 
gambaran-gambaran mengenai kondisi bank segera diikuti dengan 
tindakan-tindakan perbaikan.120 Namun dalam hal ini Bank Jateng Syariah 
                                                 
119 Hasil wawancara dengan Ahmad Rofiq, Ketua Dewan Pengawas Syariah. 
           120 Hasil wawancara dengan Mulyadi, salah satu staf pengawas dari Bank Indonesia, pada 
tanggal 30 Maret 2010. 
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sejak berdiri sampai sekarang belum pernah terjadi  penyimpangan, baik 
yang berkaitan dengan kelembagaan, maupun yang berkaitan dengan 
operasional bank, serta tidak pernah menyimpang dari prinsip syariah121 
Dalam hal pemeriksaan bank ini, Bank Indonesia dapat menugaskan 
pihak lain yakni akuntan publik, untuk dan atas nama Bank Indonesia 
melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan 
oleh akuntan publik tersebut sebagai pengejawantahan dari pendelegasian 







1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia 
terhadap Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta 
a. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah 
Bank Jateng Syariah berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham 
dan direksi telah mengangkat tiga orang anggota dewan  pengawas syariah, 
yakni Ahmad Rofiq, Abdul Jamil dan Bambang Setiaji, ketiga-tiganya 
merupakan presentasi dari ulama dan pakar ekonomi, yang memiliki 
integritas, kompetensi, reputasi keuangan, memiliki akhlak dan  moral yang 
baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan 
operasional bank yang sehat. 
Anggota dewan pengawas syariah harus  memenuhi persyaratan 
kompetensi, dimaksudkan adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan 
                                                 
           121 Hasil wawancara dengan Anggor Kartiko, Kepala Kantor Kas Bank Jateng Syariah Cabang 
Surakarta,pada tanggal 30 Maret 2010. 
           122 Muhammad Jumhana, opcit., hlm.105 
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pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan 
dan atau keuangan secara umum. Disamping itu dewan pengawas syariah 
harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan, dimaksudkan antara lain 
anggota dewan pengawas syariah tidak termasuk dalam kredit / pembiayaan 
macet, tidak pernah dinyatakan  pailit atau menjadi direksi atau komisaris 
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit 
dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan.  
Dalam hal ini ketiga anggota dewan pengawas syariah tersebut, Ahmad 
Rofiq, seorang pakar hukum Islam, dan salah seorang fungsionaris di MUI 
Jawa Tengah. Selain sebagai dosen yang mengajar di IAIN Walisongo dan 
beberapa perguruan tinggi lainya, saat ini menjabat sebagai rektor 
UNWAHAS (Universitas Whid Hasyim) Semarang. Abdul Jamil, selain 
menjabat sebagai Rektor IAIN Walisongo Semarang, dia dosen yang 
mengajar di beberapa perguruan tinggi, juga sebagai fungsionaris di 
kepengurusan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Sedangkan Bambang 
Setiaji, seorang pakar ekonomi yang  menjabat sebagai rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, juga sebagai ketua Masyarakat Ekonomi Syariah 
di Surakarta. sehingga persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal  21 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 
6/24/PBI/2004 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 
11/3/PBI/2009 Pasal 34 ayat (2) huruf a, b, dan c telah terpenuhi. 
Dengan melihat sosok dan ketokohan para anggota dewan pengawas 
syariah tersebut akan sangat berpengaruh dalam kinerja  mereka dalam tugas 
pengawasan terhadap Bank Jateng Syariah tersebut. Mengingat perkembangan 
Bank Syariah di Indonesia mulai membaik secara kuantitas sejak adanya 
perubahan Undang-Undang Perbankan nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia, pokok-pokok ketentuan tersebut memuat antara lain : 
a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah,  
b. pembentukan dan tugas pokok dewan pengawas syariah ; dan 
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c. persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan 
usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah. 
Kehadiran lembaga keuangan syariah di negeri ini, lebih khusus lagi di 
Surakarta ini memiliki misi khusus. Misi yang paling utama adalah misi sosial 
dan bisnis. Berkaitan dengan ini, lembaga keuangan syariah, khususnya bank 
Islam, disamping membawa misi juga sekaligus membawa beban yang 
membuatnya harus dikelola ekstra ketat. Hal ini harus dipahami betul para 
pengelola bank Islam. Memang benar, oleh karena bank Islam membawa misi 
itulah, ia tidak lebih rawan daripada bank konvensional. 
Dalam seluruh operasinya bank Islam diawasi secara ketat. Para 
pengelola bank Islam harus menaruhkan jiwa dan raganya untuk dunia 
akherat. Bank syariah membawa misi keadilan, maka untuk dapat menjalani 
usaha yang halal harus diawasi oleh dewan pengawas syariah, sebab disitu 
membawa label syariah. Dengan demikian, dalam pengelolaan bank syariah 
adalah lebih rawan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ada dua 
hal penting yang harus diperhatikan dalam hal ini. Pertama, adalah harus 
ditumbuhkan tekad yang kuat dari para pengelolanya dalam mengemban dan 
menjadikan berhasilnya pelaksanaan misi. Kedua, dalam pengelolaan bank 
syariah perlu dicarikan orang-orang atau sumber daya yang memang betul-
betul profesional. Artinya, adalah sumber daya yang memahami konsep 
keagamaan (syariah) secara baik dan memiliki ketrampilan operasional 
perbankan syariah. Jika kedua hal ini dapat dimiliki oleh pengelola bank 
Islam, maka insya  Allah pencapaian misi dan target operasional dapat 
terwujud. 
Bank syariah  dalam operasionalnya mempunyai sifat ijtihadiyah, karen 
tidak disebutkan secara implisit dalam  Al Qur’an maupun Al Hadits, oleh 
karenanya teori Al Mashlahah Mursalah yang di cetuskan oleh Imam Malik, 
selama tindakan dan kegiatan perbankan syariah mendatangkan manfaat bagi 
orang banyak dan tidak sebaliknya menjadikan masyarakat menderita dengan 
kehadiran bank syariah tersebut, atau justru manfaatnya lebih besar dari pada 
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mendatangkan penderitaannya maka dapat diterima secara syar’i, namun 
disadari bahwa meskipun bank-bank tersebut dirangkai dengan label syariah 
kegiatannya dioperasikan oleh manusia-manusia yang selalu diliputi dengan 
nafsu, yang kadang mendorong untuk berlaku menyimpang dari ketentuan 
syariah, sehingga dewan syariah nasional memasang dewan pengawas syariah 
untuk bertindak sebagai pengawas berlakunya fatwa-fatwa yang telah 
dikeluarkan oleh dewan syariah nasional. 
Pemahaman tentang pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu 
manajemen. Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan  
pengelolaan. Dalam manajemen ataupun hukum administrasi, pengawasan 
diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan 
seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Dengan pengawasan, 
berbagai aktifitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan 
dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud 
oleh peraturan ersebut. 
Dalam bahasa Inggris ada dua istilah yang digunakan untuk pengawasan 
yaitu control dan supervision. Baik control maupun supervision 
diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini 
tampaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi 
saja dan melaporkan hasil kegiatan mengawassi tadi, melainkan juga 
melakukan kegiatan pengendalian, yakni : menggerakkan, memeperbaiki, dan 
meluruskan menuju arah yang benar. Kendatipun demikian, terdapat 
perbedaan antara control dengan supervision, yaitu bahwa dalam supervision, 
kegiatan pengawasan dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk 
mengambil tindakan-tindakan kongkrit (misalnya : memberi sanksi) manakala 
terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan.123 
Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 
yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 
11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan 
                                                 
123 Suriansyah Murhani, Aspek Hokum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang 
Meditama, Yogyakarta, 2008, hlm. 2 
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wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas 
syariah,  yakni :  
1. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 
operasional dan produk yang dikeluarkan Bank ;  
2. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank ; 
3. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank 
yang belum ada fatwanya ;  
4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah 
terhadap mekanisme penghimpunan dana dan pengaturan mengkaji jasa 
dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada 
DSN, dan 
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 
setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. 
Ada dua hal yang bisa diterapkan untuk menjadikan perusahaan itu 
berjalan sesuai dengan syariah :  
a. Tata Kelola Ketuhanan (God Corporate Governance) 
Sesempurna apapun bentuk peraturan tanpa didukung 
sumberdaya manusia yang jujur dan taat  kepada aturan tersebut, dapat 
dipastikan bahwa aturan tersebut tidak banyak berarti, bahkan telah 
dibentuk sebuah lembaga yang memang dibentuk untuk pengawasan, 
namun tetap tidak banyak berarti. Oleh karenanya, pengelolaan 
perbankan syariah yang baik (good corporate governance) harus 
diimbangi dengan God Corporate Governance, sebuah sistem tata 
kelola perusahaan dalam perspektif iman, Islam dan ihsan. Dalam 
persperktif ini, perusahaan tidak bisa dipahami semata-mata sebagai 
bangunan ekonomi, yang ditambah dengan seperangkat kewajiban 
sosialnya (corporate social responsibility), tetapi harus dipahami lebih 
holistis. Perusahaan adalah sarana manusia yang penting, yang dengan 
produk serta jasa yang dihasilkannya mesti memberikan dampak atau 
kontribusi pada penciptaan kehidupan manusia yang disebut falah dan 
hayat toyyibah.  
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Di dalam perspektif God Corporate Governance yang 
dimaksudkan di sini, perusahaan dan manusia yang menjadi 
penggeraknya memiliki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan 
dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk 
mengakumulasi kekayaan (a place of wealth), tapi juga menjadi 
tempat untuk menghambakan diri kepada Allah (a place of worship), 
dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (a place of warfare). 
Hakekat perusahaan semacam ini sebetulnya sejalan dengan 
perkembangan teori organisasi baru, yang mencoba mengintegrasikan 
pola eksistensi having (akumulasi kekayaan), doing (kegiatan) dan 
being (perusahaan sebagai sumber makna dan nilai). Jadi, perusahaan 
memiliki peran holistis dan integratif, mencakup materiil dan spirituil 
atau dunia akherat. 
Perusahaan adalah lahan dan medan tempat manusia bekerja 
dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mempersembahkann hasil-
hasil terbaik kepada masyarakat atau stakeholder-nya. Dengan kata 
lain, tempat melakukan amal usaha secara kolektif atau berjamaah 
dalam kerangka membangun tatanan bisnis yang mengantarkan kepada 
kehidupan yang falah dan hayatan thoyyiban.  
Jadi yang pokok dalam kerangka corporate governance untuk 
sebuah bank syariah adalah dewan pengawas syariah (DPS) dan 
kontrol-kontrol internal yang mendukungnya. DPS penting karena dua 
alasan. Pertama, mereka yang berurusan dengan sebuah bank syariah 
memerlukan jaminan bahwa bank itu melakukan transaksi sesuai 
dengan hukum Islam. Seandainya DPS melaporkan bahwa manajemen 
bank telah melanggar syariat, maka bank tersebut akan cepat 
kehilangan kepercayaan dari mayoritas investor dan nasabahnya. 
Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip syariah 
yang tegas akan bertindak sebagai imbangan terhadap problem-
problem insentif. Kaum muslimin meyakini alam akherat, dimana 
kejujuran akan mendapat pahala dan bisa mengantarkan  ke surga, 
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sedangkan ketidak jujuran akan mendapat siksa dan mengantarkan ke 
neraka. 
b. Budaya Perusahaan (corporate Culture) 
Kejujuran itu sendiri dapat dibangun dari inner voice (suara hati) 
karena pemahaman syariat yang mendalam, dan bisa juga lewat adat, 
yang menurut Hazairin merupakan endapan kesusilaan di dalam 
masyarakat, yaitu kaidah-kaidah adat merupakan kaidah-kaidah 
kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan secara umum 
dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya dikatakan, bahwa walaupun 
terdapat perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah 
kesusilaan dengan kaidah hukum, namun bentuk-bentuk perbuatan 
yang menurut hukum dilarang atau disuruh merupakan bentuk-bentuk 
yang juga dicela atau dianjurkan menurut kesusilaan, sehingga pada 
hakekatnya di dalam patokan lapangan itu hukum juga berurat pada 
kesusilaan. 
Sistem nilai yang membentuk sikap, karakter atau kepribadian 
dan perilaku perusahaan, lazim disebut kultur atau budaya (culture 
atau corporate personality). Kultur sering menjadi pemberi identitas 
atau kepribadian yang unik kepada perusahaan, yang berfungsi sebagai 
mekanisme eksternal yang memprogram sikap dan perilaku kelompok 
ini, maka kultur, oleh Emile Durkheim disebut collective conciousness 
(kesadaran kolektif). Sama seperti kesadaran individu, kesadaran 
kolektif mendefinisikana situasi. Akibatnya, pikiran dan perasaan 
individu seakan tercetak kedalam pola-pola rutin dan ajek (istiqamah) 
dalam merespons rangsangan-rangsangan lingkungan. Relevansi 
kultur bagi tegakknya God Corporate Governance adalah sifat 
konsistensi dari kultur ini dalam memformat sikap dan perilaku 
kelompok sehingga bisa digunakan sebagai instrumen efektif 
pengendali perilaku. 
Dalam konteks God Corporate Governance kultur tersebut 
terkait langsung dengan kesadaran spiritual kolektif yang dibentuk 
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oleh pemahaman teks Al Qur’an dan Al Hadits. Di sini kesadaran 
spiritual menjadi jembatan yang menghubungkan corporate culture 
dengan ad-din (agama) yang memberikan makna terakhir the ultimate 
meaning kepada pengalaman berorganisasi. Dengan demikian asumsi 
dan paradigma, nilai-nilai, dan prilaku organisasi praktis yang 
berorientasi pada tanggung jawab, kepentingan orang lain, ataupun 
kepedulian terhadap lingkungan, dan juga simbol dan ritus yang 
diperlukan untuk mengendalikan perilaku yang semula hanya sebatas 
merupakan cultural performance kemudian menjadi religious 
performance. Atau semuanya berubah menjadi ibadah kepada Tuhan. 
Untuk mengakhiri pembahasan ini penulis sampaikan kembali 
terjemahan Surat Al Mujadalah : 7 : ”Tidaklah kamu perhatikan 
bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, 
melainkan Dialahh yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 
lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada pula 
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu, atau lebih banyak, 
melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. 
Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari qiamat 
apa yang telah mereka kerjakan”.  
Dengan memahami ayat ini akan timbul sikap muraqabah, yang 
berarti konsentrasi penuh dan waspada terhadap segenap kekuatan 
jiwa, pikiran, imajinasi dan tindakan. Yakni suatu pengawasan diri 
yang cermat atas keadaan lahir dan batin sehingga melahirkan 
terpeliharanya suasana hati yang jernih dan sehat. Kejernihan dan 
kesehatan hati terukur dari kemampuan hati untuk menjalankan 
fungsinya, sehingga muraqabah adalah merupakan terapi yang bersifat 
preventif supaya hati bisa tetap menjalankan fungsinya diatas. Orang 
yang senantiasa dalam kondisi muraqabah berarti merasa terawasi dan 
terlihat Tuhan. Pikiran dan perasaannya senantiasa terkontrol dan 
bekerja dalam batas-batas ketentuan hukum, sehingga melahirkan 
prilaku (moral) yang luhur, meski diluar jangkauan pengawasan 
dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia. 
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Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, keterangan-
keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait maka dapat penulis katakan bahwa mekanisme 
pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dalam 
melaksanakan tugas pengawasan telah memenuhi standar pengawasan 
yang diamanatkan oleh fatwa dewan syariah nasional dan Bank 
Indonesia khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 
6/24/PBI/2004 yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor : 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009.  
b. Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia 
Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1999, disebutkan bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap 
Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Hal ini 
bertujuan untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha 
bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui 
kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini 
meliputi antara lain buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen 
dan data elektronis, termasuk salinan-salinanya. 
Sedangkan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas 
pengawasan dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank 
Indonesia melaksanakan pemeriksaan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 
30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dan yang dimaksud dengan  
pihak lain pada ayat tersebut adalah pihak-pihak yang oleh Bank 
Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan. 
Berdasarkan keterangan Kartiko Anggoro, Kepala Kas Bank Jateng 
Syariah UMS, Bank Indonesia sering menugaskan kepada pihak lain 
(akuntan publik) untuk mengadakan pengawasan yang dilakukan secara 
berkala dan kadang secara mendadak dengan memerintahkan  kepada 
pengelola Bank Jateng Syariah untuk menyiapkan berkas-berkas yang 
dibutuhkan. Jika tidak merasa tuntas dengan mengadakan pemeriksaan 
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ditempat, tidak jarang Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta 
dipanggil untuk menghadap di kantor pusat.  Berdasarkan  pengamatan 
dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait Bank Indonesia 
dalam melaksanakan fungsinya sebagai  pengawas terhadap Bank Jateng 
Syariah Cabang Surakarta telah sesuai dengan ketenuan Undang-undang 
khususnya Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undanng Nomor 23 Tahun 
1999. 
2. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank 
Jateng Syariah Cabang Surakarta 
a. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah 
Secara kelembagaan bank syariah dibedakan ke dalam Bank Umum 
Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Masing-masing 
bentuk bank syariah ini memiliki sistem operasional sendiri-sendiri. 
Namun dari aspek mekanisme kerjanya ada beberapa persamaannya. 
Perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki periode 
perkembangan yang ditandai dengan bank-bank syariah baru. Hal ini 
dimungkinkan dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan 
pelaksanaannya. Berdasarkan undang-undang perbankan yang baru, 
sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum konvensional dan 
bank umum syariah. Selain itu undang-undang yang baru ini 
memungkinkan pengembangan bank syariah melalui pendirian bank 
syariah baru, perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank 
syariah dan pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah 
oleh bank konvensional. 
Sesuai struktur organisasi sistem perbankan syariah maka 
mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah : 
 cxxii 
a. adanya keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang antara 
lain menyangkut laporan pertanggung jawaban direksi serta rencana 
kerja selanjutnya maka bank syariah dapat mengadakan langkah 
kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya, 
b. adanya fatwa agama dewan pengawas syariah (DPS) terutama yang 
menyangkut produk-produk bank syariah maka langkah kebijaksanaan 
serta operasionalisasi bank syariah tersebut mendapatkan 
pengabsahannya. Pada hakekatnya DPS dengan fatwa agama inilah 
yang memegang peranan penting dalam bank syariah meskipun 
personalianya ditetapkan RUPS, karena fatwa agama dari DPS bukan 
sekedar nasehat, melainkan merupakan dasar operasional yang sangat 
mengikat, 
c. dalam operasional bank syariah tersebut terdapat dua macam 
pengawasan, yaitu : 1). pengawasan internal oleh dewan komisaris, 
DPS dan direksi  2). pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia 
1) Pengawasan Internal 
Sistem operasional  lembaga keuangan syariah pada intinya 
adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi 
masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha 
untuk memperoleh laba, tetapi rawan resiko yang tidak saja dapat 
merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan 
dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi 
pengawasan yang bersifat menyeluruh (multi layers control) 
dengan tiga prinsip utama, yaitu : prinsip pencegahan dini (early 
warning system), prinsip pengawasan melekat (built in control) 
dan pemeriksaan internal (internal audit). 
a) Prinsip Pencegahan Dini (early warning sistem) 
Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap 
kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank 
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dalam pembiayaan, atau terjadinya praktek-praktek 
pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan 
dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang 
handal, sebagai alat pencegahan  yang mampu meminimalkan 
peluang-peluang penyimpangan, sehingga dapat segera 
diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus 
diterapkan pada semua tahap proses  pembiayaan, mulai dari 
permohonan pembiayaan sampai pada pelunasan/penyelesaian 
pembiayaan. 
b) Prinsip Pengawasan Melekat (built in control) 
Di samping struktur pengendalian internal, diperlukan 
pengawasan melekat, yang para pejabat pembiayaan 
melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa 
kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional 
lainnya dalam pembiayaan. Hasil kegiatan supervisi itu 
minimal berupa laporan-laporan tentang (1) hasil penilaian 
kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh disertai 
dengan penjelasannya, (2) ada atau tidaknya pembiayaan yang 
dilakukan menyimpang dari kebijakan pokok pembiayaan, 
ketentuan syariah atau peraturan perudang-undangan lainnya, 
(3) besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang 
telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya, dan (4) 
pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat 
yang berada dibawah supervisinya, berikut saran atau tindakan 
perbaikannya. 
c) Pemeriksaan Internal (internal audit) 
Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit 
internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah 
dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam 
pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa 
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pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan 
pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan 
yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku 
dalam pembiayaan. Fungsi audit internal ini dijalankan oleh 
bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intern 
(SKAI).  
Efektifitas penerapan sistem kontrol internal tergantung 
pada beberapa faktor. Pertama, pengurus dan senior 
manajemen organisasi harus menekankan betapa pentingnya 
fungsi kontrol internal dan berkomitmen untuk membangun 
budaya kontrol internal yang efektif. Kedua, sistem kontrol 
internal harus beroerientasi pada pengakuan dan penilaian 
resiko yang dihadapi oleh organisasi, dan pihak manajemen 
harus memastikan bahwa organisasi telah mempunyai sistem 
yang memadai untuk mengontrol resiko-resiko ini. Sistem 
kontrol internal harus juga secara konsisten menjaga integritas 
sistem manajemen resiko dan memastikan adanya laporan 
secara periodik dan menindak lanjuti  secara hati-hati. Ketiga, 
sistem  pengawasan internal harus memastikan bahwa tidak 
ada konflik kepentingan di antara para pengurus dan bahwa 
sistem kontrol internal tidak menjadi penghalang bagi mereka 
untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Keempat, sistem 
pengawasan internal harus memastikan bahwa semua informasi 
tentang organisasi yang berisi tentang laporan keuangan, 
profitabilitas, dan operasional tidak hanya bersedia dengan 
mudah dan sistematis, tetapi juga harus dapat dipercaya. Di 
atas itu semua bank harus memiliki personil yang kompeten, 
jujur dan bertanggung jawab. 
Makna kepatuhan syariah secara operasional adalah 
kepatuhan kepada fatwa dewan syariah nasional, karena fatwa 
tersebut merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah 
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yang harus ditaati dalam perbankan syariah di Indonesia. 
Segala fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional 
menjadi acuan kerja bagi Dewan pengawas syariah yang 
mempunyai daya laku dan daya ikat yang kuat dalam 
penerapan prinsip dan aturan syariah di bank syariah, karena 
fatwa dewan syariah nasional merupakan hasil pemikiran 
(ijtihad) yang dalam dari para ulama yang diyakini bahwa 
ulama adalah pewaris para Nabi. 
2) Pengawasan Eksternal oleh Bank Indonesia 
Fatwa dewan syariah nasional tersebut kemudian oleh Bank 
Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap bank 
syariah dijadikan sebagai hukum positif bagi perbankan syariah, 
artinya fatwa dewan syariah nasional menjadi Peraturan Bank 
Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah 
dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman norma-norma 
dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank. Oleh karena 
itu standar utama kepatuhan syariah bagi dewan pengawas syariah 
dalam tataran praktis adalah dewan syariah nasional yang bersifat 
mengikat bagi dewan pengawas syariah di setiap bank syariah dan 
menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak-pihak terkait. 
 
b. Aktifitas Bank Indonesia 
Secara normatif dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia 
dalam mengadakan pengawasan  mendasarkan pada Pasal 29 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diadakan 
perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dan juga Pasal 
29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 31 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah. 
Pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah berupa pengawasan 
langsung dan pengawasan tidak langsung. Yang dimaksud pengawasan 
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langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-
tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung terutama 
dalama bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi 
laporan bank. 
Untuk  menjalankan fungsi pengawasan, Bank  Indonesia 
berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, 
dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, 
perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila 
diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada 
pemeriksa berupa keterangan dan data yang diminta; kesempatan untuk 
melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana pisik yang berkaitan 
dengan kegiatan usahanya; dan data lain yang diperlukan. 
Untuk menjalankan fungsi pengawasan,  Bank Indonesia dapat 
menugasi pihak  lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan  
pemeriksaan terhadap bank. Bank Indonesia dapat memerintahkan bank 
untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu 
apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi terseut diduga 
merupakan tindak pidana perbankan. Apabila suatu bank menurut 
penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan sistem perbankan dan 
perekonomian nasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang 
berlaku.  
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Bank Jateng Syariah telah 
mengangkat tiga orang anggota dewan pengawas syariah yang merupakan 
kepanjangan tangan dari dewan syariah nasional, yang diangkat 
berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi. Ketiga 
anggota dewan pengawas syariah tersebut diyakini telah memiliki ilmu 
yang cukup dan merupakan presentasi dari ulama dan pakar ekonomi, 
serta memiliki dedikasi yang tinggi. Hanya saja semua itu harus 
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dibuktikan dengan karya nyata dan aktifitas (action), selama belum ada 
bukti yang konkrit tentu semuanya masih dalam angan-angan. 
Dalam perspektif Islam, standar moral, etika dan nilai-nilai yang 
membentuk kerangka normatif usaha tampil dalam dua dimensi. 
Eksternal, lebih dikenal dengan hukum syariah, dan internal,  dalam 
bentuk hati nurani atau bisikan hati. Tetapi karena dunia bisnis juga harus 
berubah dan semakin kompleks, kerangka normatif ini bisa dikembangkan 
sesuai dengan masa dan kondisinya. Dasarnya harus merujuk kepada 
prinsip-prinsip umum syariah, semangat, dan petunjuk teks-teks yang 
jelas. Ini adalah kerangka normatif yang dikenal dengan ijtihad. Selain itu, 
ada standar moral, etika, atau nilai-nilai yang merujuk kepada al-arham. 
Sistem audit eksternal dan pengawasan internal harus saling 
menguatkan untuk mendukung ketangguhan operasional. Kedua sistem ini 
berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan. 
Secara singkat dapat penulis katakan bahwa operasional Bank Jateng 
Syariah Cabang Surakarta dalam operasionalnya secara konsisten dan 
konsekuen  telah melaksanakan rambu-rambu yang telah digariskan oleh 
dewan syariah nasional yang telah dipositifkan dengan Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) Nomor : 6/24/PBI/2004 dibawah pengawasan dewan 
pengawas syariah sebagai kepanjangan tangan dari dewan syariah nasional 
dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan dan 
pembinaan dalam dunia perbankan di Indonesia. Sedangkan dewan 
pengawas syariah dan Bank Indonesia telah menunjukkan sikap 
konsistensi dalam aktifitasnya sebagai pemegang otoritas pengawasan 
sekaligus pembinaan terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta 
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan perbankan 
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P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut.   
1. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia 
terhadap Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta adalah sebagai berikut. 
a. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah 
Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, dewan 
pengawas syariah mengadakan analisis oprasional Bank Jateng Syariah 
dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut 
yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa 
kegiatan operasional Bank Jateng Syariah telah sesuai fatwa yang 
dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, memberikan opini dari aspek 
syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang 
dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji 
produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa 
kepada dewan syariah nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan 
hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada 
direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia.          
b. Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia  
Bank Indonesia mengadakan pengawasan terhadap hal-hal yang 
bersifat administratif, yaitu yang berkaitan dengan eksistensi Bank 
maupun laporan-laporan, pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang 
berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan 
terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak 
terafiliasi dan debitur bank 
2. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia dalam melakukan 
pengawasan terhadap Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta. 
a. Aktifitas dewan pengawas syariah  menyampaikan laporan hasil 
pengawasannya kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan 
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Bank Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sekali kemudian 
mengadakan penilaian, penelitian dan analisis data secara periodik 
terhadap kegiatan Bank Jateng Syariah (termasuk didalamnya Bank 
Jateng Syariah Cabang Surakarta) untuk dilaporkan ke Dewan Syariah 
Nasional. Jika hasil pengawasan tersebut ditemukan penyimpangan-
penyimpangan dari prinsip syariah maka Dewan Syariah Nasional 
mengadakan teguran-teguran, dan jika teguran tersebut tidak di 
indahkan, maka Dewan Syariah Nasional membuat rekomendasi untuk 
diteruskan ke Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan 
untuk mendapatkan sanksi. 
b. Aktifitas Bank Indonesia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan secara berkala 
ataupun setiap waktu jika diperlukan, untuk melihat data, dokumen, 
pembukuan dan sarana fisik serta hal-hal  lain yang diperlukan, 
kemudian diadakan analisis. Jika ternyata terbukti ada penyimpangan-
penyimpangan, maka Bank Indonesia akan memberikan teguran-teguran 
yang pada akhirnya menjatuhkan sanksi. 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan tersebut dewan pengawas syariah di samping 
dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup dibidang perbankan, dituntut 
pula memiliki penguasaan administrasi, juga memiliki integritas yang tinggi 
dibidang kepatuhan syariah yang difatwakan oleh dewan syariah nasional. 
Dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas 
pengawasan tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya unsur keterbukaan dari 
pengelola Bank Jateng Syariah, sehingga pengelola Bank Jateng Syariah 
dituntut untuk memiliki kejujuran dan keterbukaan. 
C. Saran 
   Berdasarkan kesimpulan dan implikasi, disarankan kepada Bank Jateng 
Syariah agar :  
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1. Rekruitmen anggota Dewan Pengawas Syariah diadakan secara hati-hati 
sebelum diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum  
Pemegang Saham dan Direksi dan diangkat menjadi anggota Dewan 
Pengawas Syariah. 
2. Rekruitmen pengelola  bank syariah diadakan dengan memperhatikan 
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